
SKRIPSI 

HENDRA LESMANA 

PEROLEBAN TANAB OLEa WNI PERORANGAN 

TERHADAP T ANAH BEKAS SEKOLAR CINA 

( Studi Kasus Di Kabupaten Trenggalek. Jawa Timur ) 

FAKUL T AS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2002 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEROLEHAN TANAH OLEH ... HENDRA LESMANA



PEROLEHAN TANAH OLEH WNI PERORANGAN 

TERHADAP TANAH BEKAS SEKOLAH CINA 

( Studi Kasus Oi Kabupaten Trenggalek. Jawa Timur ) 

SKRIPSI 

," " Diajukan Guna Me1engkapi Tugas Akhir 
Program Sarjana limn Hukum 

Dosen Pembimbing. 

URIP SAN 'OSO S.H. MH. 
NIP. 131 878392 

Penyusun. 

HENDRA LESMANA 
NIM. 0 3 9 6 I 4 3 6 5 

FAKUL TAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2002 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEROLEHAN TANAH OLEH ... HENDRA LESMANA



Skripsi iai t~lah diuji dam diptrtahankan dihadapan Tim Penguji 

Pada hari Rahu 6 Marft 2002 

Tim PtRgaji Skripsi : 

1. Ketua : SlI_rdji, S.H., M.Hum. 

2. An ota : 1. Uri, S."t05o. S.H., MH. 

2. Agos ~kar adii"S.H., MH. 

3. Sri Win.ni, S.H., MH. 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEROLEHAN TANAH OLEH ... HENDRA LESMANA



I. 

KATA PENGANTAR 

Pertama penulis akan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

atas segala karuniaNya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulisan 

skripsi yang berJudul "Perolehan Taoah Oleh 'VNI Perorangan Terhadap T .mah 

Bekas Sekolah Ci.1Ul ( Studt Kasus Di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur)" ini 

dapat terselesaikan tepat pada waktunya untuk memenuhi persyaratan untuk 

rnemperoleh gelar SaIjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

Surabaya. 

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak 

baik moril matlpun materiil, untuk itu sudah selayaknya penuhs menyampaikan 

penghargaan dan ucapan terima kasih khususnya kepada : 

1. Bapak Urip Saotoso, S.H., MH., selaku dosen pembimbing dan dosen penguji 

karen a beliau telah meluangkan waktu, segenap perhatian dan dorongan eli tengah 

kesibukan beliau yang padat. 

2. Bapak Sumardji, S.H., M.Hum., Bapak Agus Sekarmadji, S.B .. MH., dan 

Ibu Sri Wioarsi,S.H.,MH. selaku dosen penguji . 

3. Bapak Drs. Djuwari, selaku Kepala Seksj Pendaftaran Tanah Kantor Badan 

Pertanahan Kabupaten Trenggalek, yang telah membantu saya dalam penulisan 

skripsi ini. 

4. Seluruh pengajar Fakultas Hukum Universitas AirIaogga atas bimbingan 

serta kesediaannya dalam mernberikan ilmu. 

5. Selurub karyawan dan petugas perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 

Airlaogga atas bantuan dan kemudahan yang telah eliberikan selama ini. 
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6. Sahabat-sahabatku, Denny"kakak"Bagus Erwanto, Gozhali, Alex, Brahma, 

Dawam, Gamma, Praja, Pras, Adi, Kukuh, Bayek, Roni"king", Ron:"joni", 

Hari "pate", Rifak serta Dikman"firaun", terima kasih atas persahabatannya. 

7. Bapak Prof. argo H. R. Prajitno, Ibu Prof. DR. drg. Hj. Moetmainah 

Prajitno, atas segala perhatiannya dan Mbak Ida serta Adik Tika untuk semua 

celotehannya. 

8. Teman-temanku di Jln. Sumbawa 15, Awang "sleeper", Indon "perkemi", 

MIQ, Mas Koko "Arnots", dan Mas Made, terima kasih atas segala 

dukungannya. 

9. Saudaraku Farid, serta Putri "Skitik", terima kasih atas segala perhatianmu. 

] o. And the most important for My beloved Father and Mother, It J did itjor you It . 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan dan masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis dengan terbuka 

menerima segala kritik dan saran yang diberikan. Semoga skripsi ini dapat 

I 

bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir di 

bidang Hukum Agraria. 

Surabaya, 17 Maret 2002 

Peaulis, 

HENDRA LESMANA 

ii 
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BAllI 

I}EN DAHl! LUAN 

I. I'ermasaluhlln: Llltnr Uelnkung dan Rumusnnnya 

Seiring dengan perkembangan pembangunan nasional, pemanfaatan tanah 

menjadi berkembang dengan cepat, sehingga tanah menjadi komoditas strategis dan 

bernilai sangat tinggi bagi para pihak. Hal ini semakin terasa mengingat dari waktu 

ke waktu masyarakat dengan berbagai aktivitas tertentu membutuhkan tanah. 

Sebagai sumber daya alam, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat. Pentingnya kedudukan tanah dan nilai tanah tidak saja dan 

segi tisik tetapi juga dari segi politik dan ekoDomi. Secara fisik tanah itu penting 

sebab tanpa tal1ah tidak mungkin ada pembangunan, karena semua pelaksanaan 

semua pembangunan secara fisik dilakukan di atas tanah. 

Di !>ampmg itll tanah scbar.ai sumber daya alam mempunyai kedudukan yang 

istimc\\ J , kcislimcwaan itu tcrlctak pada kcnyataan bahwa tanah dapat dipandang 

alltal a lail! seuagai It:JI1IHtl IlIakllluk IJIclaksauakan kehiuupan. Sebagai tempat alau 

ruang (space) lanah diukur dengan ukuran luas (Ha, M2), disamping itu tanah juga 

merupakan tempat dimana tersimpan semua jenis sumber claya tambang dan sumber 

daya air. I 

I r Mildc Sandy," 'Tanah Muka Allmi" . PT lndoenlph Ahllkti. Jnkartll , 1995,h.141, 
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Dengan kedudukan tanah seperti yang diuraikan di atas, rnaka dalarn 

penguHsaan. pemanfnntan dan penggunaannya perlu ditata dan diatur agar manfaat 

sebesar-besamya dapat diraih oleh seluruh rakyat. Oleh karen a itu negara sebagai 

organisasi kekuasaan rakyal mcmandang p~r/ll lIntllk menguasai burni, air dan mang 

angkasa tcrmasuk kckayaan alarn yang tcrkandung di dalamnya. Hal ini seeara 

fundamental ~~erdapat dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 

yang bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besamya kemakrnuran rakyat seeara 

berkeadilan. Dengan bergesemya fungsi tanah sebagai fungsi so sial seperti yang 

termaktub dalam pasal 6 Undang-Undang NO. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria atau lebih dikenal dengan istilah Undang-undang Pokok 

Agraria (UUPA), memberlakukan tanah sebagai kornoditas ekonomi sernata telah 

memieu letupan konflik sosial,2 sehingga perlu adanya pengaturan dan ketentuan 

tentang tanah dalam rangka penataan dan pernbatasan penguasaan hak atas tanah 

sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UUPA yang rnernberikan wewenang kepada negara 

untuk : 

a. rnengatur dan rnenyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan 

perneliharaan bumi, air dan mang angkasa; 

b. rnenentukan dan rnengatur hubungan-hubungan hukurn antara orang-

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

2 Eng~artiasto Lukita,"Tanah Sebagai Komoditi Strntegis D~mpaknya Terhadap Kesejahteraan 
Petani dan Swasembada Pangan. Diskusi Nasional diselenggarakan Oleh DPP HKTI Jakarta 
29 Oktober 1996,h. 1. ' , 
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c. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan-perbuutan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 

Hak menguai dari negara tersebut meliputi semua. tanah dalam wilayah 

Indonesia baik tanah-tanah yang tidak ntau belum maupun yang sudah dihaki dengan 

hak-hak perorangan. Tanah yang belum: dihaki oleh perorangan. oleh UUP A tanah 

ini disebut tanah-tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Untuk menyingkat 

pemakaian kata. dalam praktek administrasi di gunakan sebutan "/anah negara". 

Terhadap tanah-tanah negara ini dapat di berikan dengan suatu hak atas tanah negara 

pada seseorang atau bad an hukum, tetapi bukan berarti negara melepaskan hak 

menguasai tersebut dari tanah yang bersangkutan. Tanah tersebut tetap berada dalam 

penguasaan negara. Negara tidak melepaskan kewenangannya yang diatur dalam 

pasal 2 UUP A terhadap tanah-tanah yang bersangkutan. 

T erhadap tanah negara, siapapun berhak untuk menguasai, baik instansi 

pemerintah . maupun swasta baik perorangan maupun badan hukum, tetapi 

penguasaan Lersebul harus melihat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai 

dengan peraturan-peraturan Agraria yang berlaku di Indonesia. Dan untuk mencapai 

salah salU tujuan UUPA yaitu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian 

hukum rncngenai hak-hak alas tanah bagi setiap warga negara Indonesia dengan 

pendaftaran tanab 

Pendaflaran tanah tersebut harus memenuhi catur tertib pertanahan, yaitu 

pendaftaran tanah yang memenuhi tahapan persyaratan sebagaimana ditentukan 

dalam pasal 19 UUPA jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 
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Pertanahan Nasional NO. 9 Tahun 1999, bahwa dalam rangka pendaftaran tanah 

tersebut dilaksanaknn kegiatan-kegintan : 

pengumpulan, 

pengoiahan, 

pembukuan dan penyajian serta, 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, 

tennasuk pemberian surat tanda bukti haknya. 

Demikian pula terhadap tanah negara bekas sekolah Cina, pendaftaran tanah 

(pendaftaran Hak Atas Tanah) terhadap tanah tersebut oleh Subyek Hak ( yang 

menguasai tanah) menjadi suatu hal yang hams dilaksanakan. Selain dalam rangka 

menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah tersebut juga dilaksanakan untuk 

menghadapi pennasalahan bagi pemegang hak atas tanah untuk dapat membuktikan 

hak atas tanah yang berasal dari tanah bekas sekolah Cina. 

Dem.ikian pula terhadap tanah yang berasal dari bekas sekolah Cina, baik 

sekolah Cina Kuo Min Tang yang pada tahun 1958 ditutup dan gedung serta 

peralatannya dikuasai oleh Penguasa Perang Daerah(P APERDA) dengan 

kewenangan berdasarkan Undang-undang NQ. 74 Talrun 1957 ( UU No. 74/ 1957) 

jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1959 (Perpu No. 

23 / 1959) tentang Penetapan Keadan Bahaya, maupun sekolah Cina Kun Chang 

Tang yang pada tahun 1966 ditinggalkan dan gedung serta peralatannya dikuasai 

oleh Penguasa Pelaksana Dwikora D,aerahlPenguasa Pelaksana 

Daerah(PAPELRADNP APELDA) dengan kewenangan berdasarkan Keputusan 
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Presiden Rl No. 52/KOTl/Tahun 1964 jo. Keputusan Presiden Rl No. 89/KOTI 

Tahun 1965, sangat penting untuk dilakukan pendaftaran tanah oleh pihak yang 

menguasainya, yang salah satunya terdapat di Kabupaten Trenggalek. 

Tanah bekas sekolah Cina yang terletak di Jalan K.H. Agus Salim, Kelurahan 

Sumbergedong Kabupaten Trenggalek Jawa Timur, seluas 5320 M2 tersebut 

dikuasai Kodim 0806 Kabupaten Trenggalek sejak tahun 1966. Saat ini tanah seluas 
, 

5320 M2 tinggal seluas 4900 M2 yang berada dalam penguasaan Kodim 0806 

Kabupaten Trenggalek, sedangkan tanah yang seluas 1240 M2 penguasaannya 

dilepas/dialihkan pad a pihak ketiga yang dalam hal ini dibetikan kepada Pasimin 

mantan Komandan Kodim dan sisanya seIuas 180 M2 terkena proyek pelebaran jalan. 

Tanah bekas sekolah Cina seluas 1240 M2 yang dikuasai oleh Pasimin telah 

memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pelepasanlperalihan 

asset/kekayaan negara kepada pihak ketiga menjadi Hak Milik Pasimin berdasarkan 

Surat Mentcri Keuangan RI No.S-349/MK03/1989 Tanggal 12 April 1989. Setelah 

memperoleh persetujuan tersebut seharusnya Pasimin mengajukan permohonan 

kembali yang ditujukan kepada Tim Assistensi Daerah yang disertai surat pernyatan 

kesanggupan untuk membayar uang kompensasi kepada pemerintah dan data-data 

mengenw aset yang akan dimohon. Kemudian Tim Assistensi Daerah membentuk 

Satuan I ugas Penaksir dengan Surat Keputusan Ketua Tim Assistensi Daerah yang 

bertugas unluk menilai aset tersebut. 

Kemudian Pasimin diwaj ibkan untuk membayar uang kompensasi kepada 

pemerintah yang besamya sesuai dengan hasil penaksiran yang dilakukan Tim 
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Assistensi Daerah. Berdasar pelunasan kompensasi tersebutlah yang dijadikan dasar 

bagi Badan Pertanahan untuk menerbitkan sertipikat pemberian hak atas tanah, yang 

kemudian dilakukan pendaftaran hak atas tanah tersebut di Kantor Pertanahan 

Kaoupalcll Trenggalck. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ada beberapa permasalahan 

yang dapat dikaji. sebagai berikut : 

1. Dengan adanya perampasan kepemilikan terhadap tanah bekas s~kolah 

Cina, bagaimana status tanah yang ditinggalkan dan dilepaskan 

penguasaanya kepada pihak ketiga ? 

2. Dapatkah orang sebagai subyek hukum yang menguasai tanah bekas 

sekolah Cina yang telah berstatus T,mah Negara tersebut mendapatkan 

Hak Milik Atas Tanah ? 

2. Penjelasan Judul 

Dalam skripsi yang beIjudul "Perolehan Tanah Oleh WNI Perorangan 

Terhadap Tanah Bekas Sekolah Cina (studi kasus di Kabupaten Trenggalck, Jawa 

Timur)" agar tidak ada penafsiran yang lain dalam skripsi ini, maka secara berturut­

tumt akan saya uraikan tentang pengertian tentang perolehan, WNI, perorangan, 

tanah, bekas,dan sekolah Cina. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perolehan 

adalah hasil memperoleh (mendapat sesuatu dengan usaha)? Sedangkan WNl 

menurut pasal 26 UUD 1945 adaJah Warga Negara Indonesia asli atau pribumi dan 

orang-orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, dan 

perorangan adalah peribal orang perorangan.4 

Berikutnya adalah tanah adalah suatu tempat di permukaan Bumi yang 
, 

merupakan satuan bidang terbatas. Sedangkan bekas adalah yang tertinggal sebagai 

sisa atau yang telah tidak dipakai Jagi . S Dan bersdasarkan Peraturan Penguasa Perang 

Pusat No. PrtlPaperpul09/1958, sekolah Cina adalah sekolah partikulir yang 

menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar dan/atau menggunakan rencana 

pengajaran Cina dan sekolah partikulir lain yang seperdua dari jumlah pengajamya 

mau lebih terdiri atas orang Cina. 

Jadi 'yang dimaksud dengan judul "Perolehan Tanah oleh WNI Perorangan 

Terhadap Tanah Bekas Sekolah Cina (studi kasus di Kabupaten Trenggalek, Jawa 

Timur)", dalam hal ini pengertiannya adalah suatu usaha yang dilakukan oleh 

seorang WNI untuk memperoleh tanah bekas sekoiah Cina yang sudah ditinggalkan 

dan dilepasldiaJihkan penguasannya kepada pihak svvasta. 

. -
.1 Tun P('n~II"lI n K:l fTlII<; PII<.., t P('rn/lllllt<1n nan PenBemh.1ngtln Bahasa Oepartemen Pendidikan Dan 
., Kcbuda~'aan.&lmus ~rJ~.I.!~JI!QQ!1~~. Balai Pustaka, Jakana. Cetakan Kedua 1989 h 625 

Ibid. h, 62<) , • . . 
~ Ibid, h 91 . . 
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J. Atasan Prmiliban Judul 

Pada kenyallAnnya lanah bekll8 sekola,h Cina di daerah masih banyak 

ditemukan. apalagi terhadap tanah bekas sekolah Cina yang dalam proses 

penydesaian, sehingga bdum ada kepuslian hukum mengenai tanah yang dikuasai 

!:>~hillgga tcrhadap Uinah-tanah tersebut bdum jelas status hukumnya dan belum bisa 

menjadi kekayaan negara Ikekayaan suatu departemen / instansi pemerintah. 

WNI pcrorangan yang hal ini mcmpcrolch tanah bckas sckolah Cina tclah 

mcndapat persctujuan Menteri Kcuangan untuk menguasai tanah tetapi belum 

melanjutkan penyelesaiaan perolehan hak atas tanah terhadap tanah bekas sekolah 

Cina, dan untuk menjamin kepastian hukum tentang perolehan tanah bekas sekolah 

Cina, maka pihak tersebut hams memperoleh at all mempllnyai bllkti hak atas tanah 

tersehut . 

Oleh karena itu melalui skripsi ini diuraikan status tanah bekas sekolah Cina 

yang ditinggalkan baik bekas sekolah Cina Kuo Min Tang yang karena undang­

undang dilarang maupun bekas sekolah Cina Kun Chang Tang yang karena 

keterlibatan Cina dalam peristiwa G 30.SIPKI met;tjadi sasaran aksi massa dan 

dialihkan penguasaanya kepada pihak yang berwenang dan melalui skripsi ini juga 

menjelaskan tentang prosedur perolehan hak atas tanah, serta prosedur pendaftaran 

tanah. 

4. Tujuan Penulisan 

Penulisan skripsi ini mempunyai 2 tujuan umum dan khusus. Tujuan umum 

dari penulisan skripsi ini adalah, Pertama, untuk memenuhi salah satu persyaratan 
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untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Airlangga. Kedua, skripsi ini juga diharapkan dapat memberi sumbangsih terhadap 

pemikiran keilmuan hukum sehingga kiranya dapat membantu semua pihak yang 

mempelajari dan memperdalam Hukum Agraria pada khususnya. Sedangkan tujuan 

khusunya adalah untuk menambah wawasan tentang tanah bekas sekolah Cina. 

5. Metode Penulisan 

a. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah 

pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan berdasarkan 

nomla-nonna at all peraturan yang berlaku. Sedangkan pendekatan sosiologis 

diperlukan untuk men~etahui bagaimana suatu peraturan tersebut dapat berlaku dan 

diterapkan dalam masyarakat. 

h. Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu berasal dari 

peraturan pemndang-undangan yang terkait dengan masalah tanah bekas sekolah 

Cina. 

Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari tulisan para srujana hukum 

dan wawancara di Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek mengenai tanah bekas 

sekolah Cina. 
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to 

c. JJrosedu, h!1lKumpu/an Van Pengo/ahan Bahan Hukllm 

Pros.edur pt."Ogumpulan bahan hukum melihat pada bahan kepustakaan yang 

berupa literatur-hteratur, peratunlfl-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah 

yang penulis bahas. Selain itu mengadakan wawancara dengan petugas yang 

berkaitun dengan pcnyelesaian tanah bekas sekolah Cina di Kantor Pertanahan 

Kabupaten TrenAAaJek. 

Bahan hukum yang te1ah diperol,eh itu kemudian dikelompokkan sesual 

dengan masalah yang akan dibahas yang kemudian disusun secara sistematis 

sehingga dapat diperoleh bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

d. Alia/isIs ballan hukum . 

Bahan hukum yang dipero)eh akan dilakukan pengolahan bahan hukum yang 

bersifat deduksi. Metode deduksi ialah dari hal-hal yang bersifat umum yang berupa 

literatur-literatur kemudian diambil langkah-langkah yang bersifat khusus, yaitu yang 

ada kaitannya dengan masalah penguasan tanah bekas sekolah Cina dan pada 

akhimya dapat diberikan suatu kesimpulan sesuai dengan permasalaban yang ada. 

6. Pertanggungjawabao Sistematika 

Agar memperoleh gambaran yang jeIas, baik dan teratur, maka skripsi ini 

terbagi dalam 4 (empat) Bab yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
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Bab 1 yang berisi tentang Pendahuluan akan menjetaskan secara garis besar 

pennasalahan yang akan dibahas dan arah-arah pemikiran yang dituangkan daJam 

keseluruhan isi skripsi ini. Bab I berisi tentang Penje1asan Judul Alasan Pemilihan 

Judu), Tujuan Pcnulisan, Metode Penulisan, dan Pertanggung Jawaban Sistematika. 

Bab n akan mengkaji Status Tanah Bekas Sekolah eina setelah ditinggalkan 

dan dilepaskan penguasaannya kcpada pihak ketigR 

Bab III akan mengkaji penyelesaian perole-han Hale Milik Atas Tanah mulai 

dari pelepasan tanah bekas sekolah Cina dari aset/kekayaan negara yang dikuasai 

Menteri Keuangan sampai dengan ke1uarnya sertipikat Hak Atas Tanah. 

Bab IV yang merupakan bagian terakhir dari skripsi ini terdiri dari kesipulan 

yang berisi tentang rangkuman hasil analisa dan pembahasan yang menjawab 

pennasalahan utama dari penulisan skripsi ini serta saran yang kiranya bennanfaat 

bagi pihak yang berkepentingan serta peduli terhadap tanah bekas sekolah Cina. 
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ST A TlJS T ANAH BEKAS SEKOLAH CINA 

1. Timbulnya Tanah Beus Sekolah Cina 

Yang dimaksud dengan sekolah Cina adalah sekoiah partikulir yang 

menggunukan bahasa Cina sebagai baha.sa pengantar dan / at au menggunakan 

rencana pengajaran Cina dan sekolah partikulir lain yang seperdua dari jumlah 

pengajamya atau lebih terdiri atas orang Cina. 

Berdasarkan Surat Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban 

No. R-195IKOPKAM/V/1979 peri hal "Masalah Gedung Bekas Sekolah Asing I 

Cina", disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) macam sekolah Cina yang gedung dan 

tanahnya diku8!\ai oleh pemerintah, yaitu : 

a. Sekolah Cina Kuo Min Tang (Taiwan) 

h. Sekolah Cina Kun Chang Tang (RRC) 

Dari kedua macam sekolah Cina tersebut, dasar kewenangan (dasar hukum) 

pengambilalihanya berbeda. 

a. Sekolah Cina Kuo Min Tang (Taiwan) 

Telah menjadi kenyataan bahwa dalam pemberontakan terhadap Pemerintah 

Republik Indonesia yang sah yang teIjadi setelah Kemerdekaan Negara Republik 

Indonesia yaitu Sejak Tahun 1945 sampai tahun 1958, ,adanya turnt serta pihak-pihak 
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asing dalam bentuk inteIVensi ataupun dengan memberikan bantuan kepada pihak 

pemberontak, 

Bila h.al terscbut diatas dilakukan olch orling-orang warga negara asing yang 

m~mpunyai hubungan diplomatik dengan bangsa Indonesia, maka dapat diselesaikan 

dengan jalan diplomatik antara perwakilan-perwakilan negara yang bersangkutan. 

Akan tetapi sulit rasanya untuk meminta pertanggungjawaban tersebut bila 

pelakunya orang-orang warga negara dari negara asing yang tidak mempunyai 

hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia. 

Berhubung dengan hal tersebut, wajar bila dilakukan tindakan seperlunya 

akan kemungkinan timbulnya kejadian-kejadictIJ yang tidak diinginkan yang 

mengganggu keamanan, keselamatan dan ketertiban negara. Maka Penguasa Perang 

Pusat Kepala Staf Angkatan Dasar berdasarkan wewenang yang diberikan oleh 

Undang-undang No. 74 Tahun 1957 (UU No. 74/1957) tentang Penctapan Keadaan 

Bahaya dan .Keputusan Perdana Menteri No. 22,PM/KP/1958 tanggal 26 April 1958 

berwenang untuk mengambil langkah-Iangkah pencegahan timbulnya kejadian­

kejadian yang tidak diinginkan, yang dalam hal ini mengadakan Peraturan Penguasa 

Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tentang Larangan Adanya Organisasi­

Organisasi Yang Didirikan Oleh Dan I Atau Untuk Orang-orang Warga Negara 

Asing Ya"H 'Ildak Mempunyai Hubungan Diplomatik Dengan Ncgara Republik 

IndoneSia 

Berdasarkan pasal 2 Keputusan Penguasa Perang Pusat No. 

KptsiPapeml04391 1958 tanggal J 6 Oktober 1958, semu~ sekolah 1 kursus yang 
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sebagian at au scluruhnya milik dan atau diusahakan oleh organisasi yang didirikan 

oleh dan I atau untuk orang-orang Cina Taiwan yang bukan warga negara dari negara 

asing yang te1ah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik 

Indonesia dan I atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta 

cabang-cabang dan bagian-bagiannya, semua benda baik yang bergerak maupun 

tidak bergerak milik sekolah I kursus tersebut dikuasai seluruhnya oleh Pemerintah 

Republik Indonesia. 

Berhubung tanggal 16 Desember 1960 tidak berlaku lagi segala tindakan I 

peraturan yang dikeluarkan I diambil berdasarkan Undang-undang No. 74 Tahun 

1957 (UU No. 7411957) tentang Penetapan Keadaan Bahaya, yang antara lain 

Keputusan Perdana Menteri No. 22/PM/KP/1958 tanggal 26 April 1958, Keputusan 

Penguasa Perang Pusat No. KptsIPapernl0439/ 1958 tanggal 16 Oktober 1958, maka 

perlu dikeluarkan ketentuan baru mengenai larangan organisasi-organisasi orang 

asing terten~u dan pengawasan terhada.p perusahaan-perusahaan (juga perusahaan 

perorangan) daripada orang asing tersebuL. 

Berdasarkan Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

undang No. 50 Tahun 1960 tentang Larangan Organisasi-Organisasi Dan 

Pengawasan Terhadap Perusahaan-PenJsahan Orang Asing Tertentu dijelaskan 

bahwa dengan tidak berlakunya lagi segala peraturan / tindakan yang dikeluarkan / 

diambil berdasarkan Undang-undang No. 74 Tahun 1957, maka kedudukan terhadap 

perusahaan-perusahaan dan sekolah-sekolah Cina Taiwan yang dikuasai berdasarkan 

peraturan atau tindakan tersebut diatas tidak berarti dengan sendirinya kembali ke 
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dalam kedudukan semula, oleh karena peraturan atau tindakan tersebut bersifat sekali 

saja. Peraturan atau tindakan yang ditujukoo kepada perusahaan-perusahaan, 

organisasi-organisasi dan sekolah-sekolah Cina Taiwan juga bersifat penguasaan. 

Penguasaan tersebut juga ditujukan baik terhadap benda bergerak maupun benda 

tidak bergerak. 

Deogan demikian subyek hak ata,s tanah dan bangunan tersebut tidak ada lagi 

dan juga tidak ada " ahli warts " atau penerusnya. Oleh karena itu tanah yang 

bersangkutan dikuasai oleh Negara, sebagai aset atau kekayaan yang dikuasai 

Negara. 

b. Sekolah Cina Kun Chang Tang (RRC) 

Dengan ditutup, dibubarkan dan dilarangnya semua perkumpulan dan sekolah 

Cina yang beraliran Kuo Min Tang (Cina Taiwan), maka ya.'lg tersisa adalah 

perkumpulan dan sekolah Cina yang beraliran Kun Chang Tang (RRC). Namun 

dengan keterlibatan RRC dalam membantu pemberontakan G.30.SIPKI tabun 1965, 

maka tanah dan bangunan milik perkumpulan dan sekolah Cina tersebut menjadi 

sasaran aksi massa atau kesatuan-kesatuan aksi O}assa yang dengan spontan merebut 

dan mendudukinya. 

Keadaan ini Icemudian oleh Komando Operasi Tertinggi (KOTT) dengan 

Insrm k .. i Staf Komando Operl\si Opera~i No. T.403/G-SI1966 memerintahkan 

kepada para Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (P APERLRADA) untuk 

mcnguasai tanah dan bangunan bekas milik perkllmpulan-perkumpulan dan sekolah-

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEROLEHAN TANAH OLEH ... HENDRA LESMANA



16 

sekolah Cina yang beraliran Kun Chang Tang (RRe) tersebut dan selanjutnya 

mendaya gunakannya untuk kepentingan nasional. 

Tindakan penguasaan tersebut dilakukan oleh KOT! dengan memerintahkan 

kepada P APELRADA, karena pada waktu itu negara sedang berada dalam 

pelaksanaan Owl Komando Rakyat (DWIKORA). Berdasarkan wewenang khusus 

yang diatur dalam Keputusan Presiden I Panglima Tertinggi ABRI No. 

52/KOTU 1964 dan No. 89/KOTI/1965 yang pada intinya mengatur bahwa untuk 

mengerahkan daya kemampuan dan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan 

DWTKORA di seluruh Indonesia, Presiden atau Panglima Tertinggi dapat menunjuk 

P APELRADA untuk mengambil segala tindakan atas kejadian yang dapat 

menimbulkan gangguan terhadap keselamatan, keamanan dan ketertiban Negara 

Republik Indonesia. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah menguasai tanah dan 

bangunan milik perkumpulan-perkurnpulan dan sekolah-sekolah Cina yang beraliran 

Kun Chang Tang (RRC) yang menjadi sasaran aksi massa atau kesatuan-kesatuan 

aksi massa setelah peristiwa G.30.SIPKI.; 

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-

394/MK.0311989 tanggal 12 April 1989 dijelaskan bahwa perlrumpulan­

perkumpulan dan sekolah-sekolah Cina beraliran Kun Chang Tang (RRC) yang 

tanah dan gedungnya menjadi sasaran pengrusakan atau penguasaan tersebut tidak 

terkena sesuatu peraturan atau pernyataan pembubaran dan larangan. Oleh karena itu 

seeara formal masih ada, tetapi pada kenyataannya sudah tidak ada lagi. Dengan 

demikian perlu upaya hukum melalui perangkat Pengadilan Negeri untuk 
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menyatakan para wakil dari perkumpulan dan wakil dari sekolah Cina tersebut tidak 

hadir (ajwezig) dan karena itu segala hartanya menjadi tidak hertllan . dan 

penguasaannya beraIih pada Negara, sebagai asetlkekayaan yang dikuasai Negara. 

2. Wewenang Menguasai Tanah Dew Sekolab Cina 

Dengan ditinggalkannya sekolahMsekolah Cina baik sekolah Cina yang 

beraliran Taiwan maupun sekolah-sekolah Cina yang beraliran RRC, maka semua 

tanah bekas sekolah Cina tersebut dikuasai oleh Negara. Dikecualikan terhadap 

tanah-tanah yang tidak ada bukti perolehan hak dari pemilik asal, misalnya dengan 

sewa menyewa tanah, maka terhadap tanah-tanah tcrsebut kembali kepada pemilik 

asal. 

Menurut UUP A semua tanah di wilayah Negara Republik Indonesia ini 

dikuasai oleh Negara. Jika diatas tanah tersebut tidak ada hak lain (perorangan atau 

hadan hukum), maka terhadap tanah tersehut dapat disehut sebagai tanah negara. 

Tetapi kalau diatas tanah itll ada pihak tertentll, maka terha.dap tanah tersebut disebllt 

sebagai tanah hak. 

Tanah hak tersebut juga dikuasai oleh negara, tetapi penguasaannya tidak 

langsung scbab ada pihak tertentu diatas tanah tersebut. Bila hak: pihak: tertentu 

tcrscbut dihapus. maka tanah tcrsebut menjadi tanah yang langsung dikuasai olch 

Ilcgara 

Macam (allah IIcgara yang sckarang ini mungkin masih ada : 

8 Sejak semula tanah negara 
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b Uekas tanah partikclir 

c Bekas lanah hak baral 

d Bekas lanah hakl> 

a. Sejak Semll/a Tanah Negara 

Tanah Negara yang semula belum pemah ada pihak tertentu selain negara 

sangat jarang di temukan di daerah yan~ berpenduduk. Pada kenyataannya tanah 

yang masih berstatus tanah negara mumi ini terdapat di hutan-hutan yang jauh dari 

penduduk. 

b. Bekas tanah partike/ir 

Untuk Tanah Negara yang berasal dari tanah partikelir adalah tanah-tanah 

yang dijual oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada Badan Hukum atau orang-orang 

tertentu . Tru:tah yang dijual biasanya sangat luas. Bagi pembeli tanah tadi, kepadanya 

diberikan hak untuk mengatur warga yang berada di tanah tersebut. Biasanya warga 

diperas tenaganya, untuk mengolah tanahnya sehingga pemilik mendapat keuntungan 

sebesar-besamya. Selain mewajibkan penduduk keIja paksa, pemilik tanah juga 

memungut pajak seeara paksa. Oleh karena sifatnya sangat merugikan penduduk, 

tahun 1958 dengan adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1958 semua tanah partikelir 

dihapuskan dan tanah tersebut menjadi Tanah Ncgara. Bagi penduduk pribumi yang 

6 Yulie Regina Masri, Penguasaan Tanah Ne@Ta Oleh Pemda (Suatu Studi Kasus Di Kabupaten TN), 
Skripsi Universitas Ai~langga, Surabaya, 1997, h. 16-17. 
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memiliki hak atas tanah partikelir tersebut (hak milik adat yang ada sebelum tanah 

itu dijual oleh pemerintah Hindia Belanda kepada tuan tanah) maka akan diberikan 

hak milik (mengingat hak adat sifatnya turun menurun), 

c. Bekas Tanah Hak Barat 

Tanah Negara yang berasal dari tanah hak barat, tanggal 24 September 1980 

bekas tanah hak barat dinyatakan habis jangka waktunya, dan tanah tersebut menjadi 

Tanah Negara, Hal ini dikecualikan terhadap tanah dari hak barat yang sebelum 

jangka waktu tersebut habis telah diperbarui hak atas tanah tersebut berdasarkan 

Undang-Undang Pokok Agraria berlaku (UUPA) dan terhadap tanah yang telah 

dikonversi menjadi !-Iak Milik . 

d. Ut'k{L\' '/ anah lIa1< 

Seda,ngkan untuk Tanah Negara yang berasal dari bekas tanah hak, dapat 

diartikan bahwa suatu tanah hak dapat menjadi Tanah Negara karena : 

hak diatas tanah tersebut dicabut oleh yang berwenang, 

hak diatas tanah tersebut dilepaskan secara sukarela oleh yang berhak, 

hak tersebut habis jangka waktunya. 

p~megang hak bukan subyek hak 

Karena hak dialas lanah terse but dicabut oleh yang berwenang 

Pada pencabutan hak atas tanah dilakukan Undang-Undang No. 20 Tahun 

196 1. Alasannya adalah demi kepentingan umum, yang berhak mencabut hak atas 
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tanah tersebut adalah Presiden. Dalam praktek jarang sekali teIjadi pencabutan hak, 

scbab acaranya terlalu panjang dan memerlukan waktu lama. 

Hak dJa'a'i ul/lah lerseblll cJiJepaskan secara slIkareJa oleh yang berhak 

Dalam praktek pelepasan hak atas tanah 5ering terjadi, teta.pi hal ini tentu saja 

tidak begitl1 mudah terjadi . Terjadinya pelepasan hak didasarkan pada kebutuhan 

pihak lain tcrhadap tanah tersebut. Terhadap pelepasan hak tentu saja akan diberikan 

ganti rugi yang sepantasnya diterima. Acara ini dinamaka"; Pengadaan Tanah. 

Hak tersehlll habis janglca waktllnya . 

Berdasarkan UUPA, Tanah Hak Guna Usaha jangka waktunya adalah 25 

tahun, jika yang memerlukan perusa11aan alcan diberikan selama jangka waktu 35 

tahun dan atas permintaan pemegang hak serta mengingat keadaan pelUsahaan, 

kedua jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tabun. 

Hak Guna Bangunan jangka waktu berlakunya 30 tabun dan dapat diperpanjang 

dengan waktu paling lama 20 tahun, sedangkan untuk Hak Pakai diberikan jangka 

waktu tertentu, yang biasanya diberikan jangka waktu 25 tahun. 

Berdasarkan Peraturan Pernerintah No. 40 Tahun 1996 ( PP 40/1996 ) tentang 

Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai Atas Tanah, setelab Jangka 

waktu dan perpanjangannya berakhir, kepada bekas pemegang hak atas tanah 

tersebut dapat diberikan pembaharuan hak atas tanah diatas tanah yang sama. Tapi . 
setelah habis masa ber1akunya dan pemegang hak tidak mengajulcan pennohonan 
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perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan hak atas tanah, maka tanah yang 

semula dikuasainya akan beralih menjadi Tanah Negara. 

Karena pemegal1g hak bllkan slIbyek hak 

Sebagai ilustrasi dari keberadaan Tanah Negara yang berasal dari pemegang 

hak yang tidak memenuhi syarat adalah sebagai berikut : 

Hak Milik hanya boleh dipunyai Warga Negara Indonesia tunggal. 

Warga Negara Indonesia rangkap dan orang asing tidak boleh 

mempunyal Hak Milik. kecuali dalam hal terjadinya pewarisan at au 

perkawinan atau perubahan kewarganegaraan. Seorang asing mungkin 

pula mendapat Tanah Hak Milik karena percampuran hart a berdasarkan 

hllkllm perkawinan Hal ini mungkin pula berdasarkan hukum pewarisan . 

Pt'rpindahan hak secnra pewarisan atnu perkawinan itu tetap sah. Hal 

lain rnungkin pula te~adi seorang WNI yang mempunyai Tanah Hak 

Mili~ , orang ini menjadi WNA 

Oalum hal dcmikian mcnurut pasal 26 ayat (2) UUP A dalam waktu satu 

tahun, sctc1ah tc~adinya pcwarisanl perkawinan /pcrubahan 

kewarganegaraan, orang aSlng tersebut harus mengalihkan Hak Milik 

Atas Tanah itu kepada orang! badan hukum yang boleh menjadi subyek 

Hak Milik. Apabila telah lewat waktl.l satu tahun, temyata Hak Milik itu 

belum dilepaskan, maka demi hukum Hak Milik Atas Tanah orang asing 
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itu hapus. Tanah itu menjadi Tanah Negara. Hal terse but juga terjadi 

pada tanah Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha. 

Tcrhadap tanah-tanah tesebut penguasaannya dilakukan oleh Badan 

Fa /allaha" NavlOnnl. 

Berdasark4I1 penjela~n mengenai terjadinya Tanah Negara, maka tanah 

bekas sekolah eiM tcrsebut berstatus Tanah Negara. Tetapi Tanah Negara yang 

bcrasal dari bekas sckolah Cina tcrsebut merupakan basil dari Pemerintah yang telah 

merampas kepemilikan alau keperdataan mereka (organisas.i-organisasi Cina) karen a 

telah membahayakan kesatuan bangsa atau membantu pengkhianatan terhadap 

eksistensi Negara Republik Indonesia. Kar!!na itu tanah bekas sekolah Cina tersebut 

menjadi suatu ascI atau kekayaan negara yang penguasaannya(penanganan dan 

penye1esaiannya) dilakukan oleh Menter; Kellangan. 

Penguasaan ini dipertegas lagi dengan Surat Edaran Direktorat lenderal 

Anggaran No. SE 71 I N911 0793 tanggal 24 luli 1993 yang antara lain disebutkan 

bahwa ascI bckas milik Asing/Cina tclah dinyatakan sebagai kekayaan yang dikuasai 

oleh Ncgara, dan pcnanganan serta penyelesaiannya berada pada tangan Menteri 

Keuangan melaui Direktorat Jenderal Anggaran. 

Karena tanah bekas sekolah Cina tersebut merupakan suatu kekayaan negara 

yang dikuasai oleh Menteri Keuangan, maka pelimpahan penguasaan terhadap tanah 

bekas sekolah Cina diberikan kepada DepartemenJInstansi Pemerintah, pola ini 

disebut dimantapkan status hukumnya untuk keperluan dan kepentingan 
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Oepartemenllnstansi Pemerintah dan at au yang menggunakan. Tanah-tanah negara 

yang dikuasai oleh Departemen-departemen dan Lembaga-lembaga non Departemen 

lainnya dengan Hak Pakai, merupakan aset at au merupakan bagian dari kekayaan 

negara, yang penguasaannya ada pada Menteri Keuangan.7 

3. Status Hukum Tanah Bekas Sekolah Cina Setelah Dilepaskan 

Terhadap tanah bekas sekolah Cina yang berstatus Tanah Negara tersebut, 

dapat dilepaskan kepada pihak swasta baik perorangan maupun badan hukum oleh 

instansi yang mempunyai hak atas tanah bekas sekolah Cina tersebut. Pelepasan 

kepada pihak ketiga tersebut harus' dengan persetujuan Menteri Keuangan. 

Berdasarkan UUPA, PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha Hak Guna 

Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria / 

Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian 

Dan Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolahan, status 

hukum yang dapat diberikan terhadap tanah bekas sekolah Cina yang berstatus Tanah 

Negara dan dilepaskan kepada pihak ketiga tersebut, yaitu : 

a. HakMilik 

Pengertian dengan hak Milik dapat diartikan hak yang dapat diwariskan 

seeara turun-temurun dan terus-menerus dengan tidak harus memohon haknya 

kembaJi apabila terjadi perpindahan hak. Hak Milik diartikan hak yang terkuat 

diantara sekian hak-hak yang ada, dalam pasal 570 KUHPerdata, Hak Milik ini 

Roedl H:r~no . .. tl k\lJ!!A!rnJ rin 'ndo~". DjamhMan. Jaknrta. Edisi Revisi 1999, h. 26] . 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEROLEHAN TANAH OLEH ... HENDRA LESMANA



24 

dirumuskan bahwa Hak Milik adalah untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan 

dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu, dengan kedaulatan 

sepenuhnya. asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum 

yang C\itetapk nn oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak 

mcnggrulgu huk -hak orang luin, kcscmuanya itu dcngan tak mengurangi 

k~l1Iull~k il Ul Il lIkltll pCllcauuhUl huk deilli kcpentingall uerdasar alas kelellluan 

undang-undang dan pembayaran ganti rugi . H 

Pengertian akan Hak Milik dirumuskan di dalam pasai 20 UUP A adalah : 

( I) Hak Milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuhi, yang dapat 

dipunyai orang ata~ tanah; 

(2) Hak Milik dapat beralih dan diatihkan kepada pihak lain. 

PcngcI1ian dari turun-temurun adalah bahwa IIak Milik tidak hanya berlangsuog 

selama hidujinya orang yang mempunyai, tetapi dapat pula dilanjutk:an oleh ahli 

wansnya apabila pemiliknya meninggal dunia. Terkuat menunjukkan bahwa jangka 

waktu Hak Milik tidak terbatas dan atas hak tersebut telah terdaftar dengan adanya 

tanda bukti hak sehingga mudah dipertahaokan terhadap pihak lain. Dan juga Hak 

Milik merupakan induk dari hak-hak yang lain. Seorang pemilik tanah Hak Milik 

bisa memberikan tanah kepada pihak lain dengan hak yang lebih rendah dari Hak 

Milik, seperti menyewakan, menggadaikan atau menyerabkan tanah kepada pihak 

8 Soedhllryo Soimin,S.H. ,Stlltns Hak dan Pembebllsan Tllnllh, Sin~r Grnfika, edisi kedua Jilkarta, 2001 , 
h. 1. 
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lain dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Sedangkan dali peruntukkanya 

Hak Milik tidal-: terbatas. 

Dalam kaitannya dengan Hak Milik Atas Tanah ini maka hanya Warga 

Negara lndonesialah yang mempunyai Hak Milik, seperti yang secara tcgas 

dirumuskan dalam pasal21 UUPA: 

(1) Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik; 

(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat 

mempunyai hak milik dengan syarat-syarat. 

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya. undang-undang ini memperoleh 

Hak Milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta 

karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang 

mempunyai Hak Milik dan setelah berlaku undang-undang ini 

kehilangan kewarganegarannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka 

waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya 

keawarganegaraan lIu . Jika sesudah jangka waktu ten:ebut habis, dan 

Hak Mllik itu tidak dilepaskan maka hak tersebut hapus karena hukum 

dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak 

lain yang mebebani tetap berlangsung . 

(4) Selama seseorang di samping kewarganegarCUln Indonesianya 

mempunyai kewarganegaraal'! asing maka ia tidak dapat mempunyai 

tanah dengan Hak Mnik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) 

pasal ini 
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Uidalam kaitan dengan Hak Milik Atas Tanah maka teIjadinya Hak Milik 

Atas Tanah diatur di dalam UUPA pasa12, yaitu : 

I. Tcrjadinya Hak Milik menu rut hukum ad at diatur dengan Peraturan 

Pemerintah 

2. Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (l) pasal ini, 

Hak Milik terjadi karena : 

a. Penetapan pemerintah. menurut cara dan syarat-syarat yang 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

h KetentuRn l Indang-undang. 

Hak Milik dapat terjadi melalui penetapan pemerintah, karena ketentuan 

Undang-undang dan yang menurut ketentuan hukum adat. Dari ketiga hal tersebut, 

yang sangat berkaitan dengan terjadinya ~ak Milik dati Tanah Negera adalah Hak 

Milik yang tcrjadi dari pcnctapan pcmcrintuh. Hanya pcmcrintahlah yang dapat 

mcmcbcrikan Hak Milik dari tanah yang bcrasal dari Tanah Negara. 

Derdasarkan Peratul'an Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan 

Nasiollal No.9 Tahun 1999 ( PMNAIKepala BPN 9/1999), pemberian Hak Milik 

dari tanah yang berasal dan Tanah Negara dilakukan oleh Menten Negara Agraria / 

Kepala BPN dan dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor 

Wilayah Hadan Pertanahan Nasional Propinsi, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat 

yang ditunjuk. 

Berdasarkan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional 

NO. 3 Tahun 1999 ( PMNNKepala BPN 311999), Menten Negara Agraria / Kepala 
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BPN melimpahkan kewenangannya tersebut kepada : 

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kodya untuk memberikan 

keputusan mengenai : 

n. Pemberian Hltk Milik atas tanah pertanian yRng luasnya tidak 

lebih dati 2 HA 

b. Pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya 

tidak lebih dari 2.000 M2, kecuali mengenai tanah bekas HGU 

2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ?ropinsi untuk 

memberikan keputusan mengenai : 

a. Pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 

2HA 

b. Pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya 

tidak Icbih dari 5.000 M2, kccuali yang kewenangan 

pcmberiannya tclah dilimpahkan kcpada Kepala Kantor 

PCllanahall Kabupaten/Kodya. 

h. Hak ( j lllla lJa"}.,'lInan 

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. T:mah dengan Hale 

Guna Bangunan ini, peruntukkannya adalah untuk mendirikan bangunan oleh karena 

itu Tanah Negara maupun tanah Hak Milik dapat diberikan dengan Hale Guna 

Bangunan. 
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Oalam kaitan Hak Guna Bangunan ini yang dapat mempunyai ntau slapn 

yang berhak mempunyai Hak Guna Bangunan ini adaJah sebagai berikut : 

a. Warga Negara Indonesia. 

b. Hadan hukum yang didirikan meoumt hukum Indonesia dan 

berkt-dudukan di Indonesia 

I'cmberisn lanah Iiak Guna Ban~nan atas Tanah Negara dan Tanah Hak 

Pengelolahan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat 

yang ditunjuk. t Jntuk memberikan tanah Hak ('JUna Bangunan atas tanah Hak Milik 

terjadi dengan pemherian oleh pemegang Mak MiJik dengan akta yang dibuat PPA T. 

Hak Guna Rangunan diberikan untuk jang~a waktu paling lama 30 tahun dan dapat 

diperpanjang untuk waktu paling lama 20 tahun. Sesudah jangka waktu Hak Guna 

Bangunan dan perpanjangannya berakrur, kepada bekas pemegang hak dapat dapat 

dibcrikan pcmbaharuan tcrhadap Hak Guna Bangunan yang sarna. Apabila Hak Guna 

Bangunan atas tanah Ilak Pcngelolahan atau atas tanah Hak Milik hapus, maka bekas 

pemegang IIak Gun3 Dangunan wajib untuk menyerahkan kepada pemegang Hak 

Pengelulahan atau pemegang Hak Milik. 

c. Hak Pakai 

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dan 

tanah yang langsung dikuasai negara atau tanah milik orang lain, yang memberi 

wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalarn keputusan pemberiannya atau 

dengan peIjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan peIjanjian sewa menyewa 
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atau perjanjian pengolahan tanah asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan­

ketentuan UUP A. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Hak Pakai 

merupakan hak at as tanah baik untuk kepentingan bangunan ataupun untuk tanah 

pertanian. 

Yang dapat mempunyai hak pakai adalah : 

a. WNI 

b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia, 

c. Departemen, Lembaga Pemerintah non Departemen dan PemeTintah 

Daerah, 

d. Badan-badan keagamaan dan so sial, 

e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia, 

f Badan Hukum asing yang mcmpunyai pcrwakilan di Indoncsia dan 

g. Perwakilan negara asing dan pcrwakilan Badan lntcrnasional. 

Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah Tanah Negara dan 

tanah Hak Pengelolaan yaitu dengan pemberian hak oleh menteri at au pejabat yang 

ditunjuk, sedangkan tanah untuk Hak Pakai yang berasal drui tanah Hak Milik 

dengan cara pembeTian hak oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh 

PPAT. Jangka waktu paling lama yang dibeTikan terhadap tanah Hak Pakai adalah 25 

tahun dan dapar diperpanjang untuk jangka waktu 20 tabun. Terhadap tanah Hak 

Pakai yang berasal daTi T anah Negara diberikan dengan jangka waktu yang tidak 

dit entukan selama tanabnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. 
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Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama 

dipergunakan untuk keperluan tertetu diberikan kepada : 

Oepartemen. 

Lcmbaga Pcmorintah non Departemen dan Pemerintah Daerah. 

Perwakjlan negara asing dan perwakilail Badan Intemasional 

Hadan keaRamaan dan sosial 

d. Hak })el1~elolaal1 

Dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tabun 1965 ten tang " Pelaksanan 

Konversi HIlk Penggunaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang 

Kebijaksanaan Selanjutnya", barulah muncul istilah Hak Pengelolaan. 

Pengertian Hak Pengelolaan adalah sebagui berikut : 

Hak PenReiolaan berisikan wewenang untuk : 

a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan, 

b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usabanya, 

c, menyerahkan bagian-bag;an dan tanah itu kepada pihak ketiga 

menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemengang hak 

tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka 

waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas 

tanab kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilaukakan oleh pejabat 

yang berwenang. 
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Oari pemmusan Hak Pengelolaan dan peraturan yang mengatumya dapat kita 

sebutkan ciri-ciri Hak Pengelolaan sebagai berikut: 

a. Hak Pengelolaan ini mempunyai segi hukum publik disamping segl 

hukum perdatanya. Oleh karena itu tidak diberikan kepada perorangan 

dan badan-badan hukum perdata. Hak Pengelolaan adalah "gempilan" 

dari Hak Menguasai dari Negara. 

b. Hak Pengelolaan tennasuk hak atas tanah yang didaftarkan menurut 

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997. 

c. Sesuai dengan tujuan pemberiannya tidak dapat dialihkan kepada pihak 

Tidak ada ketentuan yang mengatur jangka waktu dan batas luasnya. Pada 

umumnya berlangsung selamanya tanahnya masih diperlukan oleh pemegang 

haknya. Luas tanah yang dapat dihaki dengan Hak Pengelolaan tidak dibatasi, 

schinga dapat diberikan sesuai dengan keperluan pemengang haknya. 

Hak Pengelolalaan dapat diberikan kepada : 

1. Pemerintah Daerah, 

2. Lembaga, Instansi, Badan-Badan Hukum (milik) Pemerintah . 

. Badan-badan hukum ( milik ) Pemerintah, seperti halnya Perusahaan Umum 

Pembangunan Perumahaan Nasional, Industrial Estate 

9 Effendi Pe~gin, ~ . H. , HHkum .Ap-ana Di Indonesia ( SHam T~laah Dan SHdHt Pandang Prnktisi 
Hukum ), RaJawah, Jakarta, &liS! Pertama 1986, h. 312--313. 
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I'lNYlLt:SA1AN l'tROLEHAN HAK MJLLK 

ATAS TANAH BEKAS SEKOLAH CINA 

1. Prosedur Perolthan Tanall 

Mengenai ketentuan tata cara pelet>asan tanah bekas sekolah Cina kepada 

pihak swasta baik perorangan maupun badan hukum tunduk pada surat Menteri 

Keuangan Ng. 5 - 394 I MIC03 I 1989 tanggal 12 April 1989. Prosedur perolehan 

. tanah terhadap tanah bekas sekolah Cina, tidak diperlukan lagi aJwezigheid 

. verklaring , yaitu penetapan dari Pengadilan Negeri tentang ketidakbadiran subyek 

hak atas tanah bekas sckolah Cina sebagairnana Surat Direktorat lenderal Anggaran 

No. S-928/N51 /0397 tanggal4 Maret 1997. 

Dalam hal kebijaksanaan pemanfaatan untuk kepentingan lain yaitu tidak 

untuk dimantapkan sebagai aset negara oleh dan atas nama Departetnen atau Tnstansi 

Pemerintahan dengan dilepaskan kepada swasta baik perorangan maupun badan 

hukum terlebih dahulu hams mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. 

Permohonan pemilikan aset dari pihak penghuni atau pihak yang memperoleh 

dapat diajukan langsung kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat lenderal 

Anggaran. Sepanjang data yuridis yang meliputi surat persetuj~ peJepasan 

(dengall pembayarall uang kompensasi kepada pemerintah melalui rekenillg Menteri 

Keuangan) dari Departemen atau Instansi Pemerintall yang menguasai aset dan data 

fisik yang meliputi Ietak, batas-batasnya dan Iuasnya serta penggunaan tanahnya 
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lengkap, Menteri Keuangan dapat memberikan persetujuannya untuk melepaskan 

aset / kekayaan negara tersebut kepada swasta baik perorangan maupun badan 

hukum. 

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keuangan No. 5 - 349 / MK.03 / 

1989 tentang persetujuan pelepasan aset / kekayaan negara (tanah bekas sekolah 

Cina), untuk selanjutnya pihak penerima aset diwajibkan untuk membayar uang 

kompensasi kepada pemerintnh melnlui rekening Menteri Keuangan. Secara garis 

besar prosedur pelepasan aset / kekayaan negara (tanah bekas sekolah Cina) kepada 

swasta at au Warga Negara Indonesia, adalah : 

a. Tahap pengajllan lIslIlan pelepasan 

• Berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 5 - 349 / MK.03 / 1989 tersebut, 

pihak penerima aset mengajukan permohonan untuk melakukan 

pembayaran kepada Tim Assistensi Daerah yang disertai dengan surat 

pernyataan kesanggupan untuk membayar uang kompensasi kepada 

Pemt!rintah dan data-data mengenai aset / tanah tersebut yang meliputi 

letak. bat as, dan luas tanah (jika ada surat ukur atau gambar situasi, 

disebutkan gambar dan nomornya), serta penggunaan tanahnya. 

• Tim Assistensi Daerah melakukan penelitian terhadap permohonan 

tersebut, apabila dianggap perlu, Tim Assistensi Daerah dapat meminta 

data atau mengadakan penelitian terhadap obyek yang akan dilepas. 

Pelepasan asel / tanah bekas sekolah Cina tn1 diprioritaskan kepada 

penghuni lama. 
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• Sel elah perrnohonan pcmbftyarnn di1elili stearn mendalam. Tim 

Assislensi Uaeran membentuk Satuan Tugas Penaksiran dengan Surat 

Keputusan Tim Assistensi Daerah yang bertugas menilai aset tersebut. 

Anggota Satuan Tugas Penaksiran terdiri dari 

Pemerintah Propinsi / Kota 

Oirelctorat lenderal Anggaran 

Oinas Pekerjaan Umum 

Badan Pertahanan Nasional 

• Satuan Tugas Pcnaksiran melaksanakan penaksiran tanah, yang disertai 

dengan kctcrangan mcngcnai lokasi tanan, surat ukur, gambar situasi, luas 

dan peruntukkannya. 

• Untuk menghitung penaksiran harga tanah berpedoman pada Surat DiIjen 

t\nggaran S - 2904 / A/51 / 0698 tanggal 15 Juni 1998, yaitu nilai jual 

tanah bekas sekolah Cina mengacu pada harga rata-rata dari komponen 

harga pasar dari Carnat setempat dan NJOP dari Kantor Pelayanan Pajak. 

Harga pasar yaitu harga riil yang tetjadi dalam suatu transaksi jual 

beli antara penjual dan pembeli pada suatu tempat dan waktu tertentu. 

Harga pasar umumnya bervariasi dan tetjadi atas dasar tawar menawar 

dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Apabila harga pasar dari 

Camat setempat disebutkan harga minimum dan maksimum untuk suatu 

lokasi / wilayah atau jalan tertentu maka yang dapat dipakai penak&iran 
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adalah harga rata-rata. Tetapi apabila Carnat setempat memberikan harga 

tunggal, maka yang dipakai / digunakan adalah harga tunggal tersebut 

tanpa suatu pengurangan. 

Sedangkan NJOP (Nilai JuaJ Obyek Pajak) yaitu harga yang 

ditetapkan dalarn suatu Keputusan oJeh Kepada Kanwil Diljen Pajak 

untuk perhitungan penetapan besamya PBB (pajak BUml dan Bangunan) 

untuk jangka waktu tertentu (satu tahun atau Iebih), adapun data-data 

mengenai data yang digunakan untuk penaksiran adalah data-data terbaru 

atau setidak-tidaknya secara hukum masih berlaku pada saat dilakukan 

penaksiran. 

. Apabila harga pasar dari Carnat setempat lebih tinggi dari harga 

NJOP, maka dalam menghitung nilai jual tanah' dihitung berdasarkan 

harga pasar. 

Dan sebaliknya, apabila harga NJOP lebih tinggi dari harga pasar 

dari Carnat setempat, maka dalarn menghitung nilai jual tanah dihitung 

berdasarkan harga NJOP. 

• Hasil penaksiran tersebut dituangkan dalarn berita acara penilaian dan 

pemeriksaan harga tanah yang ditandatangani oleh seluruh anggota 

Satuan Tugas Penaksir . Selanjutnya dilaporkan kepada ketua Tim 

Assistens; Daerah. 
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menggantikan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 ( PP No. 10 Tahun 1961 ) 

tentang Pendaftaran Tanah. yang sejak tahun 1961 mengatur pelaksanaan 

pendatlaran tanah sebagaimana yang telah diperintahkan pasal 19 UUP A. 10 Dalam 

Peraturan Pemerintah yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 10 Tabun 1961 

ini, tetap dipertahankan mengenai tujuan dan sistem yang digunakan dalam UUP A 

yaitu pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan 

kepastian hukum di bidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah sistem 

negatif, tetapi yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat 

bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan 

dalam pasal 19 ayat(2) huruf c, pasal 23 ayat (2), pasal 32 ayat (2) dan pasal 38 

ayat (2).11 

Menurut pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997, pendafaran tanah 

mengandung pengertian : 

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seeara terus menerus 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis 

dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan­

satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi 

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik atas satuan 

rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 

Pendaftaran tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997 mempunyai tujuan yang 

dinyatakan dalam pasaI3, yaitu : 

10 Budi Harsono, QQ£!!. , h. ~55. 
II 

A. P. Parlindungan, " Pendaftaran Tanah di Indonesia", Mandar Maju, Bandung, 1999, hal 5 - 6 
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untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan IUmah susun dan hak­

hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan 

dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 

b. untuk menyediakan informasl kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk Pemerintah agar dap8.t dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun 

yang sudah terdaftar 

C \Intuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

Karcna tujuan pendaftaran tersebut bukan hanya untuk sekedar diterbitkan 

bukti pendaftaran tanah (sertipikat hak atas tanah) saja, maka pendaftaran ini 

dilaksanakan mclalui suatu kctcntuan yang sangat teliti dan terarah sehingga tidak 

mungkin asa~ saja. 

Obyek pendaftaran tanah meliputi : 

a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna 

- Usaha Hak Guna Bangunan dan Pak Pakai, 

b. tanah Hak Pengelolaan, 

c. tanah wakaf. 

d Hak Milik atas satuan rumah susun 

e. Hak Tanggungan, 

f Tanah Negara. 

, 
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Oalam hal Tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah, 

pendaftarannya diJakukan dengan cara membukukan bidang tanab 

yang merupakan Tanah Negara dalam daftar tanah. 

Berdasarkan pasal 13 PP No. 24 Tabun 1997, pendaftaran tanah untuk 

pertama kal i dilakukan melalui pendafaran tanah secara sporadik dan pendaftaran 

tanah secara sistematik, yang akan diuraikan sebagai berikut : 

Pendaftaran tanah pertama kali merupakan kegiatan pendaftaran tanah 

yang dilaksanakan terhadap obyek pendaftaran tailab yang belum 

terdaftar dalam PP No. 10 tahun 1961 atau PP ini . 

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali yang dilaksanakan serentak meliputi semua obyek 

pendaftaran tanab yang belum didaftar dalam wilayah suatu Desa / 

Kelurahan (pasall ayat (10) PP No. 24 Tabun 1997). 

Pendaftaran tanab secara sporadik adalab kegiatan pendaftaran tanah 

terhadap satu atau bebera.pa obyek pendafaran tanab yang belum 

didaftar dalam wilayah suatu Desa / Kelurahan secara individu atau 

massal (pasall ayat (11) PP No. 24 Tabun 1997). 

Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas pennohonan yang 

bersangkutan dengan surat pennohonan. Perrnohonan pendaftaran tanah secara 

sporadik meliputi permohonan untuk : 

a. melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu, 
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b. mendaftarkan hak barn berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud 

dalam pasa123 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. 

c. Mendallarkan hak lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tabun 1997. 

Permohonan pengukuran bidang tertentu diajukan oleh pibak yang 

berkepentingan untuk keperluan : 

persiapan permohonan bak barn. 

pemecaban, pemisaban dan penggabungan bidang tanah, 

pengembalian batas, 

penalaan batas dalam rangka konsolidasi tana}}, 

Illventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka 

pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku, 

lain-lain dcngan pcrsctujuan pemegang hak. 

Pelldaftarall hak bam : 

a. hak alas lanah harus dibuklikan dengan : 

- penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang 

memberikan hak yang bersangkutan menurnt ketentuan yang 

berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari T anah 

Negara atau tanah Hak Pengeioiaan. 

- asli akta PP AT yang memuat pemberian hak tersebut oleh 

pemegang HJlk Milik kepada penerima hak yang bersangkutan 
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dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang 

bersangkutan selama 20 (dua puluh) tabun atau lebih secara berturut­

turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan 

syarat: 

- penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad Laik dan secara 

terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas 

tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat 

dipercaya, 

- penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama 
" 

pengumumnn sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 PP No, 

24 Tahun 1997 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum 

ad at atau Desa / Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak 

Jninnya 

Secara garis besar pendaftaran tanah dengan status Hak Milik Atas Tanah 

berdasarkan PP No. 24 Tabun 1997 : 

a. Pellgllkurall 

1) Pengukuran bidang tanah secara sporadik pada dasamya merupakan tanggung 

jawab Kepala Kantor Pertanahan. 

2) Tugas Petugas Pengukuran adalah sebagai berikut : 

-menetapkan batas bidang tanah, 

-membantu penyelesaian sengketa mengenai batas bidang tanah, 
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-mcngisi dattar isian mengenai penetapan batas, 

-melaksanakan pengukuran batas bidang tanah, 

-membuat gambar ukur. 

3) Setelah penetapan batas dan pemasangan tanda .. tanda batas selesai dilaksanakan, 

maka dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan 

dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya. 

b. PengumpuJan dan peneJitian data yuridis bidang tanah 

1) Untuk keperluan pendaftaran hak baru, seperti yang telah dijelaskan diatas, 

pengumpulan dan penelitian alat bukti dilakukan oleh Seksi Pengukuran dan 

Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan. 

2) Untuk kepeluan penelitian tersebut Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran 

Tanah menyerahkan alat-alat bukti yang ada dan daftar isian (201) yang sudah 

diisi se~agian dalam rangka penetapan batas bidang tanah pada Panitia A yang 

bertugas untuk : 

- persiapan pennohonan hak barn, 

- pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah, 

- pengembalian batas, 

- penataan batas dalam rangka konsolidasi tanah, 

- inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka pengadaan 

tanah sesuai ketentuan yang berlaku, 

- lain-lain dengan persetujuan pemegang hak. 
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Setelah penelitian data yuridis selesai dilakukan, maka Panitia A menyerahkan 

daftar isian (201) yang sudah diisi kepada Kepala Seksi Pengukuran dan 

Pendanaran Tanah yang selanjutnya mempersiapkan pengumumam data fisik 

dan data yuridis. 

3) Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran 

Tanah dan atau Panitia A dicantumkan dalam risalab penelitian data yuridis dan 

penetapan batas (daftar isian 201). 

c. Pel1gllmllman data jisik dall data Yliridis dan pengesahannya 

t ) Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang timbul 

Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai 

data fisik dan data yundis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya 

dilakukan melalui sebuah harlan umum dan atau di lokasi tanah tersebut atas 

biaya pemohon. 

2) Setelah jangka waktu pengumuman berakhir. maka data fisik dan data yuridis 

tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahari dengan Benta Acara 

Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis. 

d. Pemblilella11 hale 

Berdasarkan ~a1at bukti hak baru, hak-hak atas tanah yang bersangkutan dibukukan 

dalam buku tanah yang ditandatangani oldl Kepala Kantor Pertanahan. 
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Hak-hak yang perlu dicatat dalam pembukuan hak : 

yang data fisik dan data yuridisnya belum ~engkap atau yang masih 

disengkctakan. 

pembatasan-pembatasan yang berkaitan dengau tanah tersebut, 

pembatasan dalam pemindahan hak, 

pembatasan dalam penggunaan tanah. 

e. Penerliban serlipikat 

1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan 

sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. 

2) Data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat meliputi juga pembatasan­

pembatasan yang dicatat dalam pembukuan hak. 

3) Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam 

buku tanah yang bersanglrutan sebagai pemegang Hak Milik atau kepada pihak 

lain yang dikuasakan kepadanya. 
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DAB IV 

PEN U T lJ P 

1. Kesimpulan 

a. Bahwa tanah bekas sekolah Cina tersebut berstatus Tanal! Negara, yang 

merupakan kekayaan yang dikuasai negara dan penguasaannya dilakukan 

oleh Menteri Keuangan, karena tanah bekas sekolah Cina ter~but diperoleh 

dengan cara merampas kepemilikan atau keperdataan mereka karena 

dianggap telah membahayakan kesatuan bangsa · atau membantu 

pengkhianatan terhadap eksistensi Negara Republik Indonesia. Tanah bekas 

sekolah Cina yang berstatus Tanah Negara tersebut merupakan kekayaan 

ynng diku8AAi negara. dapat dilepaskan penguasaannya kepada pihak swasta 

haik perorangan mSlJplln badan hukuffi. Hak-hak atas tanah yang dapat 

dibe~kan terhadap tanah bekas sekolah Cina yang berstatus Tanah Negara 

dan telah dilepaskan oleh Menten Keuangan kepada pihak swasta baik 

perorangan maupun badan hukum dapat berupa Hak Milik, Hak Guna 

Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengclolaan atas tanah. 

b. Bahwa orang scbagai subyek hukum yang menguasai tanah bekas sekolah 

Cina yang telah berstatus Tanah Negara tersebut dapat memperoleh Hak 

Milik Atas Tanah tersebut. Pe\epasan tanah bekas sekolah Cina yang 

berstatus Tanah Negara tersebut kepada perorangan yang menguasai tanah 

tersebut harus melalui persetujuan Menteri Keuangan yang dalam hal ini 

52 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEROLEHAN TANAH OLEH ... HENDRA LESMANA



53 

melalui Di.rektorat Jenderal Anggaran. Dasar hukum pelepasan tanah milik 

bekas sekolah Cina ini berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yaitu 

Surai" Menteri Keuangan Rl No. S - 3941MK.93/1989 tanggal12 April 1989. 

Prosedur perolehan tanah terhadap tanah bekas sekolah Cina tidak diperlukan 

lagi ajwezigheid verklaring. Sedangkan prosedur pennohonan pemberian 

Hak Milik Atas Tanah terhadap tanah bekas sekolah Cina yang telah 

berstatus Tanah Negara tetap tunduk pada Peraturan Menteri Negara Agraria 

I Kepala Badan Pertanahan Nasional NO. 9 Talrun 1999. 

2. Saran 

a. Bahwa tidak tertutup kemungkinan ditemukan lagi tanah-tanah beJeas 

sekolah Cina lain yang belum jelas status hukum atas tanahnya, sebingga 

belum bisa disebut sebagai Tanah Negara dan sebagai kekayaan yang 

di~uasai Negara. Terhadap tanah bekas sekolah Cina tersebut agar segera 

diberikan kepastian status hukum. Dengan kepastian status hukum tersebut 

dapat diketabui apakah aset tersebut milik salt perorangan warga negara 

Indonesia atau aset yang dapat kemudian diproses sebagai kekayaan yang 

dikuasai Negara atas nama Departemen atau Tnstansi Pemerintahan, dan 

dengan kepastian status hukum tersebut maka siapapun pemiliknya telah 

dimantapkan keabsahannya, sebingga tidak ada pihak-pihak manapun yang 

mempunyai peluang untuk melakukan gugatan. 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEROLEHAN TANAH OLEH ... HENDRA LESMANA



54 

b. Tanah bekas sekolah Cina yang telah dilepaskan kepada pihak ketiga 

perorangan yang menguasai tanah tcrsebut dan telah memperoleh Surat 

Keputusan Petepasan Hak atas kekayaan yang dikuasai negara atau aset 

tersebut dari Menteri Keuangan rnelalui Direktorat lenderal Anggaran, 

agar mengajukan permohonan pemberian Hale Milik Atas Tanah kepada 

Kantor Pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria I KepaJa 

Badan Pertanahan Nasiooal No. 9 Tahuo 1999. 
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sekolah Cina kepada Mcnteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal 

Anggaran. 

Mente" Kcuangan me1nlui Dircktornt Jendcral Anggaran menerbitknn 

~r8l pelepasan hale sebagni dasar bagi Badan Pertahanan Nasional untuk 

menerbitkan Sural Pembetian Hak Atas Tanah. 

• Aset yang slIdah dilepas tersebut dikeluarkan dari daftar lampiran I Surat 

Menteri Keuangan S - lQ4 / MK03 /1998 tanggal12 April 19S9. 

2. Prosedur Permobonan Pemberian Hak Milik Taoah Bekas Sekolab Cioa 

Mengenai ketentuan pemberian suatu hak terhadap tanah bekas sekolah Cina 

berpijak pada' Surat Keputusan Pelepasan Hak Atas Tanah bekas sekolah Cina yang 

dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat lendera} Anggaran. Surat 

Keputusan Pelepasan Hak Atas Tanah bekas sekolah Cina tersebut diterbitkan 

setelah pihak ketiga sebagai pihak yang memperoleh Hak Atas Tanah bekas sekolah 

Cina memenuhi kewajibannya sebagai pihak yang memperoleh Hak Atas Tanah 

tersebut. Kewajiban tersebut berkaitan dengan pembayaran kompensasi yang harus 

dibayarkan kepada pemetintah melalui rekening Menteri Keuangan. Besamya uang 

kompensasi yang harns dibayarkan berdasarkan hasil penaksiran yang dilakukan oleh 

Tim Assistensi Daerah. 

Atas dasar Surat Keputusan Pelepasan Hak Atas Tanah Bekas Sekolah Cina 

yang diterbitkan Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran, Badan 

Pertanahan N asional melakukan kegiatan dalam rangka penerbitan Surat Keputusan 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEROLEHAN TANAH OLEH ... HENDRA LESMANA



· ·r.-· -: : : 
.----~-~ 

Pemberian Hak Atas Tanah terhadap tanah bekas sekolah Cina kepada pihak ketiga 

sebagai pihak yang memperoleh tanah tersebut. 

Dalam kewenangan pemberian Hak Atas Tanah bekas sekolah Cina tetap 

tunduk pada Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan No. 3 

Talwn 19C)Q (PMNNKepala BPN No. 3 Tahun 1999) dan tata cara pemberiannya 

tunduk pada Peraturan Menteri Ne~llra Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional 

No. 9 Tahun 1999 (PMNNKepala IlPN No. 9 Tahun 1999). 

Dalam pasal 4 (I) PMNA No. 9 Tahun 1999 disebutkan bahwa sebelum 

mengajulcan pennohonan hak , pemohon hams menguasai tanah yang dimohon yang 

dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis. 

- Dala/isik : Adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah 

dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan 

adanya bangunan di atasnya. 

- Data Yliridis " Adalab kcterangan tcntang status hukum bidang tanab dan 

satuan rumah susun yang didafiar, pemegang haknya dan hak 

pihak lain selta beban-beban lain yang membebaninya. 

Disebutkan dalam pasal 8 ayat(l) PMNAlKepaia BPN No. 9 Tabun 1999 

bahwa Hak Milik hanya dapat diberikan kepada : 

Warga Negara Indonesia 

Badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan 

ketentuan- ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : 

• Bank Pemerintah 
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• Bank keagamaan dan badan so sial yang ditunjuk oleh 

pcmcrinlnh 

Hak Milik untuk badan hukum hanya dapat diberikan atas tanah-tanah 

tertentu yang benar-benar berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Untuk memperoleh Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah 

yang berasal dari tanah bekas Sekolah Cina, maka harus dipenuhi prosedur-prosedur 

sebagai berikut : 

a. Berdasarkan Pasal 9 ayat(J) PMNAIKepala BPN No.9 Tahun 1999 

Permohonan Hak Milik harus diajukan secara tertulis yang harus dilengkapi 

dengan keterangan-keterangan sebagai berikut : 

1) Keterangan tentang jati diri pernohon (perorangan atau badan huJaun) 

2) Keterangan tentang tanahnya yang berisi data yuridis dan data fisik 

- Data Yuridis : yaitu alas haknya, yaitu Surat Keputusan 

- Datafisik 

Pelepasan Hak Atas Tanah Bekas Sekolah 

Cina rnelalui Direktorat lenderal Anggaran. 

rnengenai letalc, batas, dan luasnya Gika ada 

surat ukur dan gambar situasi, sebutkan nornor 

dan tanggalnya), jenis tanaih rencana 

pernbangunan tanah, status tanah dan 

keterangan rncngenai luas dan status tanah-

tanah yang telah dimiliki oleh pernohon 

termasuk bidan~ tanah yang dirnohon dan 

keteragan lain yang dianggap penting. 
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b. Berdasarkan Pasal10 PMNAlKepala BPN No.9 Tahun1999 

Permohonan Hak Milik hams dilampiri dengan : 

I) Mengenai diri pemohon (foto copy KTP). 
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2) Mengenai tanahnya, baik data yuridis yaitu Surat Keputusan Menteri 

Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran mengenai pelepasan 

tanah bekas sekolah Cina dan data fisik, yaitu gambar situasi, 1MB 

dan surat lain yang diansgap perlu. 

3) Surat pemyataan pemohonan mengenai jumlah bidang, luas tanah dan 

"tatus tanah yang tela.h dimiliki oleh pemohon tennasuk bidang tanah 

yang dimohon 

c. Berda5arka" l'a5a1 J 1 PMNAIKepala BPN No.9 Tahun1999 

Pennohonan Hak Milik tas tanah yang sudah dilengkapi tersebut diajukan 

kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang wilayah kerjanya meiiputi 

letak tanah yang bersangkutan. 

d. Berdar;arkan Pa5aJ J 2 PMNAlKepala BPN No.9 Tahun 1999 

Kepala Kantor Pertanahan memeriksa dan meneJiti kelengkapan data yuridis 

dan data fisik, meneatat dalam formulir isian serta memberikan tanda terirna berkas 

permohonan dan memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang 

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-tmdangan yang berlaku. 
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e. Hf.!f'(iu,",ukLlII J'W.aJ J J PMNA No. I} 'j'ahull 1999 

Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis 

dan data fisik permohonan Hak Milik Atas Tanah yang dimohon dan Kepala Kantor 

Pcrtanahan mcmcriksa kclayakan permohonan tersebut dapat tidaknya atau diproses 

lebih lanjut, yang selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan rnernerintahkan kepada : 

1) Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan 

-

pcngukuran. 

2) Kepala Scksi Hak Atas Tanah untuk memeriksa pennohonan hak terhadap 

tanah yang slIdah tcrdaftar dan tanah yang data fisik dan data yuridisnya 

telah cukup, untuk mengambii keputusan yang dituangkan dalam risalah 

peneiitian tanah. 

3) Tim penelitian tanah untuk memeriksa pennohonan hak terhadap tanah 

yang belurn terdaftar yang dituangkan dalam berita acara. 

4) Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa pennohonan hak ata~ tanah 

YlPlg selain diperiksa pada poin 2 dan 3 dan dituangkan dalam risalah 

pemeriksaan tanah. 

5) Dalam hal data fisik dan data yuridis belum lengkap Kepala Kantor 

Pertanahan rnernberitahukan kepada pernohon untuk melengkapinya. 

6) Selanjutnya setelah rnernpertirnbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas 

Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia 

Penaksir Tanah A., Kepala !Kantor Pertanahan rnenerbitkan keputusan 

pernberian Hak Milik Atas Tanah yang dimohon atau keputusan perolehan 

disertai dengan alasan perolehannya. 

- - -
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Mcngenal ua.ng pemasukan kepada Negara yang hams dibayarkan I disetor 

kepada pemerimah tetap tunduk pada PMNAlKepala 'BPN No. 4 Tahun 1998 tentang 

Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara. 

Untuk tanah bekas sekolah Cina yang telah dihayar uang ' kompensasinya melalui , 
rekening Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal 

Anggaran telah menerbitkan Surat Keputusan Pclepasan Hak Atas Tanah Bekas 

Sekoluh Ciou kepada pihak ketiga tersebut yang dijadikan alas hak (data yuridis) dan 

dilampirkan dalam surat perrnohonan, ditetapkan bahwa besamya uang 

pemasukannya 0% yang berarti tidak perlll membayar kepada pemerintah lagi , 

Dalam pasal J ayat (3b) PMNA No, 4 Tahun 1998, disebutkan bahwa untuk 

pemberian Hak Milik Atas Tanah yang telah dibeli atau dibebaskan haknya dari 

Pemerintah, uang pemasukannya ditetapkan 0%. 

Scdangkan mcngcnai bcsarnya Bea Perolchan Hale Atas Tanah dan Bangunan 

yang hams . dibayarkan kepada pemerintah tW1duk pada Undang-undang No. 21 

Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

3. Prosedur Pendaftaran Tanab 

Salah satu tujuan UUP A adalah memberi kepastian hukum bagi rakyat, 

seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 19 ayat( 1) UUP A, bahwa "Untuk menjamin 

kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendafaran tanah di selumh Indonesia". 

Pada tanggal 8 Juni 1997 ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah 

No. 24 Tahun 1997 ( PP No. 4 Tahun 1997 ) tentang Pendaftaran Tanah yang 
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apabila mengenai Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas 

tanah Hak Milik. 

b. Hak Pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian Hak 

Pengelotaan oleh pejabat yang berwenang. 

c. T allah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf 

d. Hak Milik atas satuan mmah susun dibuktikan dengan akta 

pemisahan. 

e. Pemberian Hak Tanggungan dibuktikan dengan akta pemberia'l Hak 

Tanggungan. 

Permohonan pendaftaran hak bam disertai dengan dokumen asH untuk 

membuktikan hak atas bidang tanah yang bersangkutan. 

Pendaftaran hak lama,' 

a. untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari 

konversi hak-hak lama dibuktikan dengan a1at-a1at bukti mengenai 

adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tcrtulis, keterangan saksi dan 

atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar keb~narannya oleh 

Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah seeara sistematik atau oleh 

Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah seeara sporadik, 

dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak 

pihak lain yang membebaninya. 

b. dalam hal atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian 

sebagaimana dimaksud pada huruf (a), pembukuan hak dapat 
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PROPINSI 
KAI3. 

:.JA'tVA TlMUR 
:TRENGGALEK 

DAFTAH. : .JUMLAH ASET (TanahlBangunan ) Uckas Milik 
Asing/Cina Sampai Tahun 2001 Yang Sudah Dilcpas/Dihapus 
MClltcri Kcuangan Sampai Tahun 2001 

I 

I an/D.kuas:1J 

r-­
KETERANGAN PETUNJUK 

PENYELESAIAN 
No.1 ALAMAT/LOKASI rTh. l"ng''''~Ia- POSiSI FISIK -r--

I 
~SISI I-IUKUM 

-----J---- --------J I I I 2 .1 3~' 4 I 5 I 6 7 I - ,- -- ---f--

ll .ll. 1' . SlIciiran Kel. II 1992 Luas Tanah : 1.4501112 Staws Tnnah : Tanah Ncgara I Tanah 13ekas HGU yang habi s I Tnnah dil11ohonkanllak Atas Nailla 
Sumbergeciong, I '; uas Banglln<lll : Status 13allgunan : Bckas RlIll1ah masa be rl nk unya I Pemda sebagai sarana pe rto ~ oa n / 
-I ren gga lek . I Konstrllks l ASing / ( Ina. I , pasar swalayan 

I Kondi si 

2. JI. Agus Salim Kcl. 
SU l11bergedong, 
Trengga lek . 

1%6 Luas Tanah : 5.320 111 2 
Dimohon Hak milik Scl r. 
PASIMIN nwntan Danciil11 
0806 seluas : 1.240 1112 

I Sisa Tanah sc luas 4.900 1112 
sebaga i I\ set Dilll 0806 

Status Tanah : T,lI1ah Ncgara 
Sta tu s i3angllnan : Gckas Sekolah 
(ina 

13erclasa rka n Surat Men teri 
Kcu angan Rl No. S-
349/M K.03/ 1989 tgl. 12-4-
1989 !anah se luas 1.240 
ll1 enjacl i Hak milik SciI'. 
Pas illlin. 
Tanah se luas 4.900 m2 d iatas 
n<llll aka n Dilll 0806 
Trengga lek 

Tanah se luas 1.2401112 climohonkan 
Hak milik alas Nama SciI' . Pasi min 
sebaga i rUll1ah tempat tinggal, 
sedang ya ng se luas -1 .900 m2 suclah 
clikuasai oleh Koclim 0806 
Trenggalek langs ung p('ngllasaan eli 
Departemcn Ilankam 

L .--.l-I _---1-_. 
_________ --L ___ _______ --L-___ _____ --' 
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
I{ANTOR PERTANAHAN KAB . TRENGGAlEI( 

SURA T KETERANGAN 

No. : ~Q..· .. ?$"+.~.~.:-')4? 

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Seksi Pengukuran dan 

Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek , dengan ini 

menerangkan sebagai berikut : 

J. Bahwa tanah dan bangu:1an bekas Milik Asing / China yang sampai saat ini sudah 

diJepas / dihapus oIeh Menteri Keuangan tersebut , seJuas 5.320 M2 , terletak dijaJan 

Agus Salim Kel. Sumbergedong Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek adalah 

berdasarkan Surat Menteri Keuangan R I No. S.349/MK.03/1989 Tgl. 12-04-1989. 

2'. Bahwa status tanah tersebut diatas pada butir 1 ( satu ) adalah Tanah Negara yang 

belum p~mah i'erdaftar Haknya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek . 

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan seperlunya . 

Trenggalek, tgl : 'C) -02-2002 

An. Kepala Kantor Pertanahan 
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No. 
Lampi .. flrl 

: Per i lID J 

S-J<)4/M~. OJ/I 9Wl 
2 (dua) nlacan!. 
Gedung dan Tannh Uekas 
Se ~o I ;J II /\$ i ng/e i rw 
-------------~-------

Yth. 

.lak;-lrt;I. 12 /\pri 1 IC)81) 

KEP,\/)/\ 
1. Selr. Mcnteri PCI1c1i-

dikan dan Ke-
huuayaan: 

2. Sdr. Menteri ()alam 
Negeri: 

J. Sdr. Menteri Perta-
hanan Kcamnnan 

4. Self. Men te ri Keha-
kimnn: 

5. Sdr. Kepala Bako1'-
stanas. 

6. Sdr. Kepala Badan 
Pertanahan Na-
S iorlll 1'. 

di-

Sehubungan dengan perihal tersehut (!iatas. bersama 
ini dibcritatn1kan hal-hal sebagai berikut: 

1. Sei>ngaimana c1imaklumi dengan surnt Menteri Keuangen 
nomor S-71/~~.Oll/1986 tatlggnl 17 Januari 1986 perihal 
<ieclulIg dlJn TlJIwh I\ckns Sckolflh flsing/Cina" telllh dlr.nm­
pn i kan lins i I pcndn t nan asse t (t ana h/bangunan) be klls 
Sckolah Asltlg/Cina (mel iputi 20 propin1'ii) yang c1iklElsi­
f i kas i knn da J am 2 (dun) ke lompok. yakn i : ~.~~~l YfiOg 
fJi!Q!!l l.angsl!L!8 Qilt~· lesft.jkan (322 buah) clan nsscl . .YillI..£ 
Q~J..Ym d~P.fil -'-rumsung gjse lesaikan, ~.flJen~ arlQ RQ..tm.~sa 18= 
tW_IJIlY!J: (654 buah). 

~. setelnh diiakukl~n pcndntaan/penelitian terhnclap seluruh 
prnpin~i (kecual i Pror>insi Timor-Timurl dan pendntnnn 
u 1 ang cI i \)cberapll pfopitls i yang d i pllmlang per I u. d i 1'01'0-

Jell dala asset sebanyak 1.330 buah. 
J u m I H has s eli nib e I u'" be r s i fat r ina I k are n .'1 t i c.I [I k 
lcrlutup kernungklllnll dip<!folehnYfl data baru yang be lum 
lcrulIgknp. 

J. Ol-'lIgnn IIIclllrl(~t'halik(\n kctentunll pcrunc\(lng- ull(\ [1l1/.!.1H1 Yllng 
bcrlaku dlln mempcrlimhllngkl-ln berhfl gai f skta r 1II1'1upun 
s nrnrt - snrnn dnJ'i jll15lansi ~' ang terka·! t. JII a k n dal am 
rnllgkA tlildnk IlInjut pl:~n.veleSllif\ll mflsalah t ersebu l hu t i r 
:! di.lItas. b~r s am(\ ini tcrJrllllpir disampnikan PllLvu: M-;_{)_~t 
H/uW!.!!!1i.H!m!lF!!l l. U~~ }~I'! .~ ~ «;! KqJ~b t\~ i.! I g/~~Jll!\ y an g t c I all 
cI i Pl~ r\lnllll rll i be r i kill t£~ ! 9 mIJ n UI.II~!"} 19.Ulflllg i?(OS!-;(I\I J: 
J\~ .I. lllJ~ Y("I .1l d i pe r.l ukan . 
Ounnr · 1\15S(~ t lels ebut mcmulIl rillc illrl dal t dan pe tun.l uk 
pt'II~'elc~flil:lnnYli sebagtlimana lerlern <1alllOl Larnp irnC\ I . 
so::t1nngknn Pt~dllmnn UIIIUIIl ten t ang Pros edur Te hnisny n yung 
t(~rtern dall\11I L"mpirnn fl. 
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I " I I , I I I II I .j L' 111 ' " II 01 J II' I I II l k; 11111 V II .., II , iI I I 11 I, Ilill k II !, II I II I 
Me 1l t C 11 KeUI III ),!ilJ I : lil f\1 11 1 S-7 1/MK.Olt/l IIS(, lnnggal \ 7 
.l anu il il 1<J:\h dif1~' ; ! t ilk :l 11 tii C[l hllt dan tidak berlaku lCigi. 

;- , ~l' I : III.Jlltll.\' , 1 UlltU\.- l elli ll Illl'lIil1gkalkflll kclf.lrlcnran. kctl!J' ­
p:ldu i lll d ; lIl IW(ll dill : I ~;j tlillalll IIIclnk~arll\kan kelcnlunn gUJ'lIt 
111 1, \.,il lll i IIIL'Il)..'II;lrllpki lll hillltlinn dun kCl'jllsanlH Suudllra­
" IIUti lll a lllllllk IIlt ' lIIhl'r i l , dlll hll l1l1YTl keplI<in segenllp .lnjnl"fln 
u llil V.L'IJII .\'111'); 1t'II,lIil I II IIU·' ;U I1!! dl'I1gllll'llIllslIinh lnl yl\Il~~ 
ada rlih;lwlI h 1f1~lall~i !;.1udnr n masing-masing. 

(, . I\paili Iii <li<l:l \ 1I1I1 II(' \ i d; ,l ;:l lI ililll pcluI1juK pC l1ycle~)(jilln c1nlnrn 
~ Ul'lIt il11 dill!/11l1i llllmllllll1ll/pe rOlusalulwll alau kcli<ifJli. ­
s \.''' U ,'li ill1 <1,,1 :1 a glll' dilaporkan/(\ikoordinasikan kcpada 
TC(1I1l Int('r<iep {'usa!. 

7 . Ilnlillll Jl l' lllk ~(HHI:1I1 pl'llJrljll~; pCllyclesnillll c1imaksud. c1iha­
Iilpkilll II gil r Saudi! r iI IIIl!IIrndakllll "llO I'd i nils i (\('tlgan Team 
Pellt: 1 i l i dan l'en.vl~ I CSII i (III Mnsn I /III OcliulIg-gcdullg dall 
Tanah- t 1.1 111\ h bekas Scko I ah i\.<;i ng/C ina. 

Demikilln disRm(>aikan dan atas pcrhatian serln kerjll­
S ilnln Su<inra. kami ucnpnkan t:erima kasih. 

MENTER I KEUANGAN. 

J.B. SUMARLIN 

Telllbu san Yth. 

1. Scir. ., Sdr . _. 
J. Sdr. 
4. Sdr. 
5. Sci r. 
6. Sell'. 
7. Sdr. 

KeluH Baclan Pcmeriksa Kcuungan: 
Kepnli1 Dndi\n Pengawasnn Keuangan 
clem PemlJangunall: 
Ketun DAKIN; 
Dircktur .Tendcral Al1ggaran: 
Direktur Jellcicl'nl P U 0 D: 
Ketua DKMC-B,\KIN: 
Direktur Pcmbillaan Anggnrnn 
Lain-lain dan Keknyunn Negara. 

------------~-------------------------
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I. OBYEK PENEL IT J AN OAN 
HEKMi MILl" ASINCi/CINA. 

Lampi ran I I : 
Nomnr : 
Tanggal 

Surat Menter i Ke~~:m IU 
S-J94/MK. OJ/ I ()8Q 
12 AP}"i 1 1 (}89 

./ 
PENYELESAJ AN MASALAII T /\NAB DAN fMNGUr\A:-; 

Pada dasarnya penelitillrt dnn penyelesaian atas tanah dan bangunan 
bekn::. milik asing/Cinn dilujukan pada aset-asel yang pernah dikul.l­
sai oleh Pemerintah Rcpubl ik Indonesia dan mi 1 ik pcrkumpulan ­
perkumpulan eksklusif rasia! Cilia yang secara .vuritiis furnlnl talah 
t idak adet lagi. 
Penguasnan-pengllasnan i tll pada wuktu yang Inlu di lakukan dengan 
menggunnklln perangkal peratuJ"fIIl pcrundung-undangan yan.'! mengatur 
keadaan da-turat/kendanll khll~lIS. dan di laksnnakan oleh' nparnl yang 
herstntus dan berfungsi kht'lSlIS, YUflg bernkhir tugas dan berfungsi 
seiring dcngi'HI berakhirnya kcmlaan darurat/kclldaan khusus !tu. 
A~et-nsct .\lang nienjadi obyck penelitian dan penyelcsnian yang 
di tel it i oleh Menteri Keuallgnn dcngnn Tim lnlcn.icp 'i tu ndalah : 

a. BCKHS milik perkumpulill1-perkulIlpullln Cinll yang dinyataklln 
t('rlnrarlg dlln dibubarkllll dCllglln PerlltUl'lln Pengul\sl\ PerollH 
Pus[ll No. l'Il/032/PEPERI'U/l'J58 jo. Un<lullg- Undang No . 50 Prp . 
rahun 'lWiO. 

b. Oek{l~ lIli 1 ik perk.ulIlpulnn-pcrkumpulan Bel;\IIc\lI yang dinasionlll i­
sasi dalam rangka Ilksi pcngcmuu! iall Irillll l\nral. hercl<lsark llll 
UmlHlIg-Undang No. 36 rahun 1958. 

c. nCkfl~; mi! ik pcrkumplI\lll1 - pcrkulllpulllll al intll kepcrcll."l\l\1l Rsillg 
ynng dinynlnkall terlnrang c1111l dihubnrkan bcrdas;uknrl lJlldang­
lJndullg No.2 Pnps. Tahu!-l L 962, 

d. nekfls llIi \ ik pcrklllllpulnll-pcrklimpulan Cinl\ yang menjaui sasnran 
aksi IIIllssa/kc~aluan - ke.satunn aksi tElhun 1965/196(, dlllam 
rallgkH kcterlihntan RRC dnlam pcmbcrolltnkan 0.30.S/PI\.I. 
Sclnnjl.ltn~'a lallnh ,dan bangullan-bangunun itu dikuasai oleh 
PCllgUHsCl berdM;iHkan lllstrtlk~i Kcpala Stor Koman(\o Tertlnggi 
No . T-40.1/G-5/196Ci. 

t', nekns llIi I ik perkumpulllll-perkuOlpulall eksklusif rasial Cina 
yang secllra yuridi s 1'01'1110) l;lIduh lidak ada lagi. 

Hincillll Il'hih 11Injut m!!lIgellai ObYf.'k-obyck lerse-but ndnlllh 
t;ehllglll d 1111'111 kllll II i hllwlIII i" i , 

'1.. Lmfo:;~~ ~fJLl~ .P.liliN~I!!!lI!~~N:""lm.KH~J'Jlh~~ ~~I.N6 YN{Q t>J.N\'ATl}.~ n~Rtd~Ik\NQ 
Q{).!'1 P-JJ~y.nDl1K~N J>.r=:Rnl\~.MKt\N. P~MTUR~ f..ENqlh\~~ PE~} PU.s.t\I ~.Q_,­
r.rl.~. LQ.J~Ll~m!J.~B.rl:!1 t2~~ jp .JJ. ~ .l! . .!- N-.Q. ~.:m eJP~. T.uJ.mn J 96Q.... 
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Inli yang digllrisknn (Jalnm PCl'nturnll Penguasa Pernng Pusnt 
tersebut adalah menyataknn melarang dan membubarkan semun 
pcrkumpulan/organisasi/pcrllsahnan ynng didirikan oleh dan 
untuk wurgancgara (lsing ~'allg Pcmerintahnya ticlak ada hubungan 
diplomatik deng,\TI PCllIcrintah Rcpublik Indonesia atau ~'ang 
huhungan diplollloliknya sedang diputuskall . Yang terkcna adalah 
perkulllpulull Cinn yallg didiriknn olch warganegnra Cinn Taiwan. 
kn !'l'lIn 1~('l'lIh I I k I ndollc:;; i n I i ri nk mcngnku i clnn t i dak ada hubu­
ngnn dipJomalik <!cngull P(!lIlcrinlllh Cinn Taiwan. 
Dasal' hllkum yang melnndflsi pcrl.\turnn itu adalah Undang-Undnng 
Kcarlaan Rnhaya, yaitLl lJndllng-lJnc1ang No.2,) Tahun 1959 . 
Knrtmn Jl III.\(\ Wllkll.l ilu. ~w lllr u h Tnc10nesia sedang dinyatalmn 
dalam kCil d CHHl Dnrurnl PCfnng . olch knrenn itu penguasuan 
di laksfllwkan oleh P'.!ngu(lsa Pernng Oaerah . 
KcacJlIIIII Dn)"ul'nt PCt'lHlg il u tcll.lh bernkhir pada tfHl8g111 
Mllrct 19(;.1, dun seiring dungan ilu. Pcnguasa PCl'ang Tcrtinggi 
elml Pengu/lstl PUfllng Dacrnll lcrsclJut tidnk odll lagi , don sejak 
~Ha l i lu 51lmpn i R(!ku I'ml/? t i dak ndn 1 embaga pcnerus l'cnguaso 
P(~rulIg i'rli.. NltnlUII (lcl'lIlurlln Pcngullsl1 Perang pusat No. 
Prt./On/PEPERPU/1958 ilu telah ,dimnntupKlIn IIlcnjadi (Jm\nllg­
lJndnng No . SO Prp . Tahun 1960. 
Dell gll ll dem i k i 1\11 s lIuyek IIl1k alaR tanah clan bllngunan yang 
lerkcnll j tu sudnh t idnk min lagi dan juga t idllk ada "ahl i 
Wilrts " nlnu pcnerusn.va. 01eh karena itu scpanjnng pemilik 
tfHlIih c!iln hall gllnnn i til buklln perorangan ynng berhak, maka 
lil l\[lll dnn IJe ngunall yallg bersangkutan telah menjadi milik 
nel!llra . 

.:1 . II~)!J IW~ !} /~r:::( iUI\i\N nEl-:0~ MllJ ,~ )2f!RK.lIMPiild\N-PERKlJ~JPlJLAN )'j\NQ TERKENt\ 
~[\~H'9tJl\l !Lt;I\§ I ! 

Il ; dOlOI \..U('UII wilklll IITllnr;l l a hun 1958-1964. dalam I'allgka per­
jUl\ llgall IH..'lllhebi l SHIl I rill ll n'! ral. i'emcrintah de~gan mClIggunakan 
pCl'illlgkat hukuln ((enclnHI! Darllrllt Pcrang clan pcrangkat Penguasn 
Perun/? lc lnh melllk ~ llIlilknll penguasan{1 terhndap bangunnn dan 
lnrlllh lIli I ik perllsilhaan-perul::nhnlln. pcrkumpulltn-pcrkumpulan. 
::: ertn perorangnll-pernrallgull nelnndn. 
Sclnnjutnyn tcrlmdap asset lerseu1Jt di lakukan nasional isasi. 
yn ng dinlu r Jengan : 

• - UlldCl fig -UI\( III ng No. SG Tallul\ 1958. 

- UI1l1 n ng-lJndil llf,! No . :1 Prp . Tahull 1960. 

- til !:,I,il r'f~ -lJllll a ng No. ~O T.'1 hun 19GO. 

Kernu<l i an pael;.) l atllrl'l 1900. se lllll U asse l III iii k LIe 1 anda yang 
t ?l'ken:'l tinclakan pcngufls ~a n dan nasionalisasi itu tclah 
clqlc r hltllllgkilli dnll clilHlyar lunas kepada Pcmerintah Kcrajaan 
I\e 1 ;1111 101 • 

Dengilll dcmikillll se jak saat i lu :semun 'asset. bekns mi 1 ik Pf!l'U­

sallnall. pcrkumpuilln dall perorangan-perorallgaTl wargancgara 
[leland" lc,')lIh lIlenjndi lIIi 1 ik Negnra Repllbljk Indonesia. . 
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-I. I{)!j!~U !2!\~ I}!lliQ!..INi~N. [l~t6~.LW.!~_U; EtE~_UMeUl,l\t\:D~lZl'!i~!?_(JJ, N:,j .:~I.J.g!~r~ 
~PERC~\Y6A.t~ '~~21~~1!_ 

Paelll tllllun 19G2 Pemcrintal1 lclCl I1 mellcrlJit~,1I1 Pcrilllll'ilrl Prcs i ­
c1ell Nu. 2. TalHIrI Il)(i~. t t'l llilflg pelllbu\J,1 ri1l1 dall I a ,-allga/l l e llln ·­
clap orgalli sas i--urgalli sasL aLirall kepercnyaall asing. karclla 
tid£lk seSlI£li dengall keprii)aclian Bilngsa Indonesia, ynng dalam 
pc J itksflllCHlIlya dcngan Kepu l usan Pres i dCIl No. 364 Tahun 1962 
le\al\ oinyataknn 1)1.11)1\,- dall lerlarallg ntHs lujuh bunh orgfUli-
sns i . 
SCSlICI i dengan kc ten l uan 
c1clIlikian sepalljllng asset 
mcnjmii Illi 1 ik Negara. 

dibubarkan dan dilaral1g. dengnn 
itll mi lik perkumpulan/organisasi. 

5. ID~~U DDt'.! B.~GVN6~ UJ~K6~ HV~lb E~B~~jPJ~LML-:fI;:.BKL1MPUL\N GJ NA YN'!Q 
m~BAI-!.i.I.\.I)N ~Vt:l CH~~ l!\N.Q/JH~BK WI,AI t~ ~RC;_·_ 

Dcnp,,:\11 dl'tutup. dibub.nrkl\Tl dall <Ii larHllgnyn semua pcrkumpull.1n 
Cinll YClflg.herf.lliran Kuo Min To.llf.!.. nltlk a yallg 1tI.'l s ih tersisa 
adalah perkumpulan-perkumpulllll ('il1a YIlIlf! I>cralirn" KlIl1 CI1IlI1 
Tangibcrklblal ke RRC. NalllUfI d C II,WIl kelcrlibfllllTl RRr ' mcmbanlu 
pemberontako.Tl G.JO.S/PKI tlll1ull 19h5. bangulIHIl-bangunan milik 
eina ilu menjnrli sasaro.n nksi mas sa/keslltuan~ke '5 atlilln aksi 
Y£lllg c1engan spontnl1 ll1crcbut dlln mendudukinyn . 
Kelloaan ini kcmudian C\iterbilklHl oleh l\olOfllldo O Pl'Ul 'l i ler­
tinggi (KOTI) yang dengnn Instruksi Kepa 1a ~t.1r Knmand() 
() pcf(I.';i Tert illr,gi No,T-40J/O-5/ 1966. nlclOCrinltlllknn pnra 
Pengllilsn PclnksilllH ()wikorn Dncrah (PEPELRM)td uanlu k mcngut\­
.'3a i tilfli'lh clan 1.JilllgunLlII i lu (lall .':;c l anjutnya nll!rldnya-gullukllnnyn 
unll.lk kepentingnll Nasionnl . 
T j ndakal1 pengllAS(Hlil in i d i I akuknll 0 I eh KOT I dengan rr.PELRt\D,\­
nya. karcnn pndll wnktll itu ncgara scdang berada dalam pelok­
~jl nAan OWi }(olllnllc!o Rukynl (DWIKORA) yang berdnsarkan wewenang 
khus us -"<lng dilllul dnlnm Keptltllsfll1 Prcsidl'n/Pnnglilllll Terting­
gi ,\nRI Nll.521KOTI/19(,4 dan No.H9/KOTI/19G5. 
l--:om:tP(\t.) Oper:tsi Ter linggi mctlgkoon\inasi semua Deparlcmen/ 
Instllllsi cl;dnm Penglins il Pelaksana Dwikora Daerah . 
Pc' rklllll{llll nn-pc rlnlllIpu I an C i no ynng bangunan dan t nnahnya 
lltelljllcl i sa'sa rlln pCllgll cll;[\ lln j tu palin 1I11lumnya l idak tcrkenrt 
~es llalll pcralurllll!pcrIlYlIl(lllfl pelllhllblHll1l dan Inrongall. 
Oleh \wrena itu secllrn formal lIlasih ada. ni\mUIl pacla kenyu -­
tannny/.\ tidak berfungsi Iflgi. Dengan demikian perlu di' lakukn/l 
upnyn hukum untuk melalui perangkat pengadilan Negeri menY8-
takan l'erkumpulnn ilu tillak hadi.r (afwezig) dan karena itu 
5egu III hllrtflnyn' ntcnjad i JI.!:!.Ltn J:J;L).;, bCl: UHlJJ yang menjacl i obyck 
pc~nge I n I nnl'! Bl1ln j lin r tn Pen ,j nggnl an. 
Scdnnjlllnyn sl apH sllja ya ng bcrmuk sud. merniJiki hartn lak 
1)(.\r luHIl ilu dalml mt;'mbeli kc Rnlni IInrtl] Peninggalan itu . 

(l. Tl~N,)!! nOt! 1.W~(.i~JN.(\N !J.!ll\i\:' ~.1 J 1. ! K PEI(l\l /till 'UI !AN- p.l:,IU\()I\Il~\ll .. ,t\N C J Nt) r~Nq 
lmg~~lI.m Kt:\~'~NA UIJKlJJ:1 

Padfl. waktu sebelulll KCllIcrcleklll"ln I{cpliblik Indonesia lcr(\npat 
SCjUlIllflll pcrklllllpulllll d;f;klll[;ir eifln yll llg didirikan oleh 
~cke IOIll(luk ornng-ofHllg C i 11<1 clan IIlcnd<1pa t pClIgesahan sebngn i 
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1I:\(ll1n I llIkum !I ,ll i IIL'p,lrt elnCrl h(!llllkimnll waklU ilU. 
\),,1;1111 ~1 ' . ld"ilr1l1Vil -; l 'bIlPo1i pl.',-kulnpulnn d::~klusi/, rusinl . pcr ­
kUllIpulill 1 pl' rklll;'Plllnll i ll! lidllk dilPlll hi(illplagi Iwrenn lerbcn­
l UI pHd" f\ vputUSilll Prc ~;id(:!1 RI ~(l.240 Tflllun 1?67. y~n g. antnrn 
ll1in ", (, lI c ~.' gnh sc!-!alil henluk kclllc!upan .el:sklu s tf rasl.~I . 
lk lll i k i i ll I pli I u pe J ulmhHII 1l(11IIj.1 /!lC!I!!fIIl t)l~" l uk yang mas 1 h mcmpu-
11 VII i \..; 1 i 1111\ forlll l li {I:1d n IH' rk u lllpl.Il lin u k~k Ius if rill' jill yunli! 
d 'ihcllI Uk 111\<1 :111111 ;-; 11 Inlu ill.l tida k IlItll 1gk ill mCl\dapnt p<.'ngcsah-

itll. 

-;. Pl.~ NPTl} P 

'('Illmll 1,," billll! Unart 1'L!kas llIi I ik I~s iilg/cinn yang menjndi obyck 
pcnelilinll ill i belunI je\ns SL iltus l1ukumn),a dan karcna itu 
j II g n h l' \ u mille n j a d ike k 11 Y Ran 11 ega r a / k e kay a {\ n sua t U 
I)<:pc'lr ll' IIIV Il/ 11\ ~ ; l.:ll\ :-'; I PC1l\~ " i ntnh , 
Ol eh kllrC!I(I itu sc mllil penclilinn £ldlllah unluk mellentukon 
s tntus IlU\.;UIJI nssl't tl> r s cl>~I L . 
Dengilll kt' pn s l iall status hukum itu akRn dapat diketahui. 
<lpnklllt 'il s~; l'l lersebul Illi I ii, sn h pCl'o\'nngnll wllrgn t1egara 
lndont: s ia, alHlI assct yallg dapat kcmudian diproses sebngllj 
kck[1)'cwlI ncpartcmen/ ITl~~tans i Pcmcrintah. yang bcrart i akan 
mCnHlllblll1 k-;~ kl1yaan negaI'n . 
Seln!ljutllyn dengall kepastinn sta tus hl.lKUm itu, maka siapapun 
yang memilikinyCl telah dillltlnLapkan keabsatwnnya. sehingga 
tidak akan aela pihak-pihak manapun juga yang mempunyai pc­
luang untuk mclllkukHrl gugatan. 

J 1. PEDOMAN UMUM TENTJ\NG rI{OSI~DtJR TEKNI S 

/\. Prosetlur (Lala ea rn) PClIlillltllpnn Stalus hukum aset (lan(1!1/bangunall) 
bekns Scko tall /\s ing/e i nil. 

D. Proscdllr (l<tta earn) Pengnjuan Permohonan untuk nlcmperolch Ilak atas 
tllnah InsUlIlsi Pcmerintllt\ dan Proses Pcnyelcsaiannya. 

C. Prosedur (tR ta earn) P~ngajuan Permohonan un tuk memcri ksa/mene 1 i l i 
komlisi banglillan bekas sekolnh Asing/Cinn. 

O. Prosedllr (tatn cant) Pcngajllllr\ Pcrmohonall unluk mempcroleh pcnclapan 
t enlang ke t i<ll.ll.l had iran subyck twk (orang/oadan hukum/yayasan/perkum­
(lulan) nlau J\fw(:zigheic1 vcrklaring. 

F Proscdur (lnlll CHl"H) PeI1l\k~ir[\11 T:1lwh c1i1n Bangullan bekas sekolnh 
;\s i ng/C i f1f1 • 
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A. PROSEDUR (TATA CARA) Pf,MANTAPAN stATUS IIUKUM ASET (TANAII/I3N'IGUNAN) 
BEKAS SEKOLAII ASIOO/ClNA MENJAIH/SEBAGAJ MIUK Nr-x:;ARI\. 

---------------------------------------------------------------------

1. Dcpartcmen/(nstansi ' Pemerintah yang menguasai! IIlcnggunakan aset 
terscbut mcngajukuTl l'crrnoilOfWTl IHlk kcpada Kantor Agaria sctcmpat 
untuk mCnlpcrn I ell SERT.I FIKAT III\K P"KAl atas namH Departemen/I nstans i 
Pemcr i n tall yc1llg bersangklHan/d i lUlljuk. 
Bangunc1n yang aela di atas tanah bekas milik Kuo Min Tang tcrsebut 
c1engan sendtrinya/secarn otoll1atis mel\jadi milik Negara karena subyek 
Ilaknya telah tiacla/tidak bcrfungsi lagi. maka bangunan itu dapnt 
JangslIng dientat dalam daftar inventaris Departel1lcn/lnstansi Pemerin­
tah yang bersangklltan. 

2, I\pabila Hta~ l(lrlah terscbut lelnl\ diterbitk<.lTl SERTIFIKAT llAK PI\KAI 
atas nama Departemen/lnstansi Pelllerihlah yang bersangkutan! aset 
tet'sebut agor dicatat langsung sebaga i keknyaan mi 1 ik Ncgara dnlam 
c1c:dtar i.riventads DepnrletncrI/lnst.ansi P(:!ll1erinlClh dimnksud .. Namun jika 
lnnah terscbllt belummemiliki Serttfiknt lI;lk Pukai llwkn /)epal'tc­
mcn/lnstl1nsi Pemerintah Yllng bersangkutan harus 11IellgajukClfl Permohonan 
lInk kcpada Kanlor Pertnnahall seternpflt untuk IIlcmperoieh sert if ikat hak 
pnkai atns Mma ·Departemen/tnstl1.nsi Pcmerintnh hel'snngkutan. 
SedangKClIl bnngunnn yang adn <liatas tatHih tersebut. pada prinsipnya 
le1ah menjac1i milik Negara sehinggn hnrus dieatAt dalam daftnr inven­
latis Deparlemen/ Instnnsi peme1'iiltAh yang bersangkutAn. kccunli 
tanah/bnngullan yang terkena PJMI3 dan PR1<5 dHempuh melalui prosedur 
pimyc 1 eSl1 ian PJMn dan Pt~K5. 

J. (kpn r l cmcll/T TIS t UriS; Pcmcrj n t all ynng mengllllSc\l Imcnggunnknn nsse t 
lerscblll agnr mcngajukHIl PC:'fIllOIIOllilll bak alas t<lllah kepadn Kanlor 
Pcrtannhan sctcmpat untuk IlIcmpcrolch SERTIFfKAT IIAK PAKAI atas namc1 
J)cpnrtc111cn/ln~tallsi Pemcrinluh yang bersHlIgkutnnl clitunjuk. . 
,\ P LI b i In d j a til s t II n 1\ h t c r s e b 1I t l e r ct a p n t b n n gUll it n mil i k per k 1I m­
pulan/organisasi yang de facto tiulIk mla/tidak b('rfungsi lagi (KHUt-i 
CHAN TANGl. rnaka De.,nrtemen/1n ~; tal1s1 Pe01erintnh yang bersangkulan 
harus mengajuklln permohonan kepada Pengadilnn Neger i seternpat tentang 
kotictak-hlluirnn Subyek link (J\FWEZ1GIIEtD VERKLI\IUNG) , .. \tns dasnr 
pcnelapat\ itu kemudiatl dilljukanpetmohonfll\ kepadll Dalai Hartel Pcning­
gil t lin ("'IP) lint uk d 1 pcrkennnkan mClllbe Ii bnngunlln dcngan hargn yang 
di I ctapknn olch Pellgndi Illn Ncger i ,')etc11Ipnt, 
Akon tetapi j j kll h~pt\ttemel1l r rI o';; ltlllS i Pcmerinll:lh tcrsehUl mendnpat/ 
mcpcrolch slIrotperriynlflnrl dl.lri D11lOS PckerJaan lJmum set(~mpat yang 
mC:.'n,v{\ tF\l.\l:ul tV'Ihw/l heniZ,uh~ttl Hudrlh Li.~ln~ J nyak pnkai (~:1.n t!anls (! n'png :­
ktlI.' IIltlk ImnglllHlI1 ill! lic\/lk didllf'tllr olel! nil!' dan lidnk pl:rlu dihayar 
oleh Depnrlemcl1/tllstt\l1 ~j I'emerlfltnll. 

B . PRmmmm (1'I\TA CAHA) "" :N(i,\.IUAN I'(-:HMO((ONAN IIAK A'I'M; TANAI' I N:;TI\NS I 
PEMERtN1'AII DAti PROSES PENYELJo:SAIANNYI\ 

.... __________ P'r-_· _ , _ ______ .... __ ...... _ .. . . . , . - - .. _ _ ...... - .. _ __ ._ •• - ••• ' --- _ _ -" _ • __ ._ - .- ... ~ _ ~ _ _ .. ~. _ ... . ~ ... _ - ..... _ 

I. tr~1l :r-1 

H. Jlnk rilng c!illlOlltHl ael"lilll link !';,kill '; 1.'\; 11 11:1 dl }, urlakall , 
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h . l' l' IIII(l llll ll a l1 1I 1; ljllklll l o ld l Ill'PII I l VlIIl ' fI yang bcrs:llIgkutan. (Ditrmda­
l l lll '1I ll t I d el l ': d,rl'l; lri .' ; .I 1.' llI k l:ll. !l l l1 l1 l\C(lillo1 Iliro PerlCflJ!kapall 
: l l : lU ;l pah i I " II i t ; IIH I :l '- l ; II I I~ ; lIli \ Ii e ll K; lIlltll wi Iilyah iltilU dibawnllllYil 
dCII )1: 11 l'l' ril ll ;1i 1 dn ri IlV jlillt (, lIl l .' lI / 111.··; l: llI s i Pl' lIIc rillLllh )'<mg ncrsnng­
kul(l fl). 

f' ll lIlIlIl . r d i I il ll lPIi i 

t ) lJasar Pl'I'(1I L! ll i lfl l ;tnill , tl i lll ilk :, ud . 
2 )' Ci CliIlCl ha r s j tuas i . 
J ) SlI r ll l Ke ternngnfl PellcinflnrclJl Tarll1h ( SKI'T). · 
·11 (liltil IHiflll .\' :1 Yi1I1 f! b l' l'lllll>lIngfll1 dl.'"I ~ 1111 lallnh 

~ . I'ROSES PENYI:.! ,ESII I liN 

dimllksuc1. 

i l . Sctelall PCf lll0l10flilll dil.crilllil di l\illllor Pertnnah-all. selanjutnya 
<.l i l c Ii l ike iL:lI gk"piUI serla kt:IJ (, II ;H,~\llfl.v ;1 sccarll adntinistral if. 

b. KemudiClIl c1iaciakiH\ pcmcriksaan kelengkapan olet! Panitia Pemcriksaan 
Tall"lt . . Vi llig IlIlR illlyn dillillngkiln dalam Risalah rcmeriksaan Tanah. 
yallg he r i s i il (l :.;i l pellIc rikslIilfl dan pc rtimbangan Pnnilya alns pcrmo­
IIOIILl II l e r s ei>ul . 

c. BcrdilR,uktln I{i salalt Pemeriksi:\nll Tannh dimaksuc1. oleh Kcpala Kantor 
f>erlilrtnltilll (\ c nj!(\(l d i Icrtgknpi Ikltl i Sfll' Perrnohonan san Fatwa/Pertim­
hllll g; lIl I(el>:lI ; I " ' \!li.o r [lcrlallilltarl. l)crkllS pcrmohorwn tcrsebut diki­
rilllkilll kcpllciil CJI.li>CJ'rlUI' KDII cq. Kepala Wilayah Hadan Pertanutwn 
Nas iUllfll yallg Llcrsi1llgklltall unluk mCIl<iapatkan KEPlJfUSAN. 

d. Selclah berkas permohonan c1iterima oleh Kanwil Dadan Pertanahlln 
Nasional. kemudian <.liadakan pcnelitian administratif dan materiiJ 
atas pcrmohonan tersebut. 

e. Apnbi la se'carn administratif leluh lengkap dan benar. demikian 
(HI J a Seeal'll mEl t er i i 1 obyck ,"Dupun subyekriya memenuhi syara t. maka 
diterbilkan SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK PAKAI selamn diperguna­
kan kepada Departemcn yang bcrsangkutall. 

f. DaJalll Surat KeputLisan tcrsebut disertai syarat antara lain: 
1) Melllbayar L1nng administratif yang harlls disetor ke Kas Negara. 
2) Mendaftmkan hak tersebut ke Kantor Pcrtanahan dengan membnynr 

biClya ~endartaran. 

g. SUfflt kepulusnn tersehllt dikirimkan kepada Pemohon secant langsung 
alau lewal Kernla Kantor Pcrlnnahan setempat. 

h. Setelah PCIlIOi1oll menerirna Surat keputusan tersebut dan dengan 
IIlclllbaya r kcw;lj i nannya. se 1 anj u t nya memlaf tarkan hakriya ke Kan tor 
~)erlanf\Il(l1l sctclllpal ulltllk memperoleh ::;ertifikal atns lanah terse­
btl t . 

i. KepnJa Kantor rertanahan selt!lah rnenerima permintaan pendaftaran 
lcrsebut, kCllludian IlIcnerbitkall/mellyelesaikan sertifikatnya dan 
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scteJah sc'. Ie::lsni " 0clilniulnYil c1isl!rallkall kCPildil Pemnllon (l)epnrlcmcll 
,VallI! be n;iHlgku l an) , 

J. KEG I AT AN Y ANCi JI/\RUS D [L/\I\~iANt\Io';AN OI.l·J I PLM()HON 

i\. lallap J>1;'r s Lapan 

1) Milll:1 f'orlllulir Pl' I' III() ilPJl i lil ,~; IIl .L' t l' r s(' tii il li l Kallt pl I'e rlllllahan 
Sl'll' llll'<ll, 

2) Mint(l SUf3l i(l!\:crangafl Pend ll flarll/l T il ll l1 lt (S~f'T) kt· K,11llor 
i'erL:lIl;.lllal1 selclIlpnt . 

.1) Millla lIkur clall (iilllll)H1' SiLun :~ i (<is) kc I\alltol Pertallallall ~ (,: lL',"­
pal. 

4) MCllulljukkan hala s -h;llil :, lilll ; "1 lCJ'sl'itut pad" waktu diadakan 
pellgllkllrall. 

:;) I'-h.' n y n III pili "" II I) C lin' ) Illlil ; \ 1\ I l' I ~ ; l' h 1I l l> l,' .', l' (' l 11 k v' [ ell:.! k j I P ali-
ke 1 l:l1f!ki.lpClIII IYtI h'l' iHla k ;llllol' [lcl'lCllwllilll s Clelllp~t. 

b. Tahap Pcml'osesan tli Knntol' Pertwwhart. 
P<'Hla w(lklu clilaksanakall pClIlcriks(l1Ill oleh Pallitya PClllcriksaan 
Tflnah, PCllIollon menycrlLli 111111 memberiknll kcternrlgan-kctcrllngan yang 
dilllilll.H olcll PlIl1ilYII. 

Co Talw(l ~('l('lah Sural Kepulll~all PClIlherii.ln link Paklli s(~I(!sai. dan 
d iter i mil : 

I) P<':Jn0hon IIIcJnksanakall kcwnjibaJl-kcwajilHlrlllya antara lain: 

a) MeJlluayar uang/uiaya adminislrasi ke Kas Negara. 

1» Mentlaftllrkan hak tcrseuut ke Kanlor Pertanahan 
uJlluk m(,JIIp(~r0Ieh "sertifikal atas lanaI! tersebut'·. 

2) 5etelah scrljfikat tanal! terschllt selesai - Pemohon menerima 
serU l'iknt lnllllh terscb1.lt. 

4. KEW"J II\t\N PEMOIION YANI.i MENY,\NCil<lJT PEMI.H A Yt\AN 
f" .~ """ ...... ....,r .... ·.,......... ....... IllI'I'1t',. , . ......... 

-It. 1.III.lyn fOJ'IIlLlllr 1'C:!l'mOfIOnHrt, ............ ' .... ,,"" 
h. Hinya Po l' IlIU I if SUl'nl KeplItllSpJ'l ~'eJIIllcrian link Pakul. 
c. B i 11)':'\ (}ku r clan pembuH tnn GS. 
d. Binya palok/lugu batas dan pemusnngllJ1llya, 
e. lIonorariullI clan biaya Lransport bngi Panityu PCllleriksll Tannh. 
f. n i aya S!\PT. 
g. l3iflva/Uallg l1dmjnistrllSi yang hnrus disetor ke Kas Negara (lcrcan­

tUlf,- t.lttlilill Sutrlt ki!/"Utul:loli Pcnlbcdnn link Paktti). 
h. 13it'Yll pen<lnrtnrMI ullluk tn(!lllperoleh scrtHikat. 
i. Bioya fOJ"JIIulir serllfiknt. 

Catatan : fliayn-'biaya tersebut cljata~ kccual i lIuruf 'g dibuyur <Ii 
1\ .. 111 tor Pc rt (I nn IIall so t cllIpn l . 
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5 . 

-----

PERATlll{AN Y i\tl< i IIEI{KA 1 TAN DENCI,\N PENYF.LESA I'f\N PERMOIiONAN IIAK ATA0 
TANAI!. DlllaJ'a lain: 

n. UUP,\ ( UU No. 5 rahun 19(iO) tClltnllg Peraturnn Dasar Pokok-Pokok 
Ag r iI ria. 

u. Pcralllran MClll e l'i Dal<llll Nc[.!.<.: r i No. () tnhun 1972 tentang Pelimpahan 
WCW~ IlIlI11! ' P( ~ IJI\l l' r i 11 11 link n ttl:', lllllllll . 

c. PCfnturan ~1clll e ri DnIum Nep.eri IlJo. 5 tahun 197J tcntang Kclelltuall­
kelenluan rnengcnlli tata carn pClIluerian hak alas tanah. 

d . Pcrlltllrlln ~\l:l\lcJ'i (Julit"' Ncgcr i No . l.ahun 1975 lentllllg Pedom,," 
mengcrw i pC!llL'lnpan uang pClIlllsukan . uang wajil> luhunan dan l>iaya 
n(\minislJ'/l~i y ang hCI' ~allgklltlln c1E!lIgulI pemberilln hal< ntns tlmnh 
ncga ra. 

c. l'eralUfl.ll1 Ml'llleri Dullllll Ncgcri No.7 tahun 1977 Uang pengganti 
b i llyn ce til k . I cmlHl r is i illl II i IJ i dang pengu fUliAn hnk a tRS. t allah dan 
pendHftarlln lnnllh . 

r. Pernturnn M<:! lllcr i Dnlarn Negeri No .2 tahun 1978 tentang biaya 
pcnda f larall. 

g. Pcrnlurllrl Menleri Dnlnm Negcri No . Cl tahun 1979 tentang Pedoman 
pcnctllpan Lillng ac1ministrasi dan binyn pendaftllran tannh dRlam 
i nstflnsi P(:lIIc rllltni1. 

(i. I.ATN-LAIN 

n. Kemungkinan terc1apat ketentuan-ketentunn khusus bagi sesuatu 
daerah sepcrti advise pinning. binya prasarunn dan sobn,g,ainyn. 
maka proses dan prosedul' penyelcsainn permohonan tersebut diharap 
agar konsullasi dcngan Kopala Kantor Pertanahan setempat. 

b. Scbnga i ke 1 engkllpall pEl t un j uk ill i. eli lamp i rknn pul n bngnn-bngan 
J) Talacarll pcmuerian huk alas tunah oleh Pemerintah. 
2) Kewnjibilfl pencrinlCl hak tanah dad Pemcrintnh . 
.1) Tntllcarfl mCl1Iperoleh serti rikat hnk atal) lnrlah: 
4) SY;-l rn t yang harus d i pentll! i j i ka ancla l1Iengajukan permohonan 

1'crtifikatj 
5) Perrnint;lan surat ukur dan gambar situasi: 
6) Permintaan sural keterangan pendaftaran tanah. 

CATAlAN: Dari nomol'.1) sid (i) diatns terdapnt dalum pettlnjllk 
len lung tatH earn pengutusan hak-hak atas tanah yang 
dikunsni aiel! Instullsi j'ernerintah clan Perusnhaan/Bank 
m i 11 k Ncgarn yang d i mUci t da 1 am ,ii mpunan Prosedur 
Pel'undung-und,Hlgan Agraria .l>eserta Petunjuk PelaksA­
J)flnnll,Va mengenni tanrih-tnnah untuk kepentingan In­
slnllsi- .inslllllsi Pcmcrintnh dan PCfllsahnnn/Bank mi J ik 
Negarn. 
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C. I'ltmmDUR (TAT/\ C/\H/\) PI ::NGA.I U/\N PEHMOIJONi\N UNTlJK MI~E\{J KS/\/t.n~m, IT J 
KONIHSJ rli\NI.jUNAN BEK/\S SEKOLAll ASI~K;/CINA. 

----------------------------------------------------------------------
I. Instnl1si Pcmc'rintah yallg Il1cnggunaknn bnngulHm g(~dung bckas Sekolah 

/\singicillt1 lelcbih i.Iahlllu haI'us mcngl.ljukall kcpada Kcpala Kanlor Oirws 
PU selempnt ngar bangunan gedutlg tersebut diteliti/diperik.sa SeC81'a 
t 'ehnis kutldi,,,i fi~~kny". · Dntam surat pCl'mohonan tersebut harus dise­
butkan s(;~cal'n .,: jc;lns' l~nl:-hal yang merupaknn perlimbnllgan/alasflu 
(~isalnyu : bankUhnn ~edung sudoh tUB dBn rusnk berat: bangunnn 
gec1ung akan ' d i bongkar lUI t uk. tI i bangun kelllba 1 i yang bn ru: dni alii I'llngka 

'penscrtifikalan ' lcHlllnnya. dan sebagainya) 
CONTOIf Su ra l permohoflan ) i hil t . !~[\~fr..I.RA~ )"-'-~G. !J 

2. ncrdasnrkclll sural pcrmohomtn lersebul diatHS. Dilws Pl.: akan mengirim 
pctugns-petugns tehnis yallg berwennng untuk mclakukan penelitian/ 
pemcrikshan secarn tchllis terllauap oaugunan terscbut dituangknn dalam 
suatu Berita Aeara .Penclitian/Pcmcl'iksann yang ditanda-tangani ol(~h 
pelugas-pelug,as tehnis dan dikctnhui olell Kcpalu Oil1ns PU scrt£l 
pejnbat rnstnn~i Pemcrint.nh ymlg lIIelllohof\ penelitian/pcmeriksllan. 
Dnri 13crilll t\carn lE!l'sebut dapill dikclnhui npaknh bnngunafl mnsih 
I ayak paka j . 11 lau suc1ah t i dak I ayak paka i (Bollwva 11 i g) .. 
CONTOII Beri tao "'ta:r,a "'Pcne Ii l i /Pemcri ksaan 1 i ha t LAMrIRAN..: ... LL.G.!-.f 

D. PHC)SEDUll (1'/\1'A C/\Hi\) PENC,A.lUAN PEHMOIION/\N UNTUK MEMPEROLElI PENETAPAN 
l1~NTANG KET I OAK -11t\D I H/\N SUIWEK II/\K (ORANG/DA"AN I IlJKlJM/Y A Y ASN~/PI~RKUM­
"ULAN) /\TAl.I AFWEZ 1 (;m: \I) VEHKJ.AIU NO. 

1. !larta kekayaalllllilik perontngl1ll/J3ndnrlllukunI/Yaya sillI/Pe rktllnl'u)lln .\'nng 
berupn tanah. gedung. rUlllnh dOli sc \)n gui nyn ya ng dit illggn )kan oleh 
penli 1 ikllya/ pCllgurusllnnyn clan t ic\nk uiketahui uimarlH ia bcradn. l iuak 
1II~lIlbcr i klltlSll k(~pl1un Sl'scorang guna m\.~ lIguru s hl\\'lu keknYl.l nllnya dan ' 
tidak dknpat dibuktikan bnl1wa y nng bersangkutan telah lIleninggnl 
(\ullio. lIIaka bagi mcrekll yallg uel'kepcllt inglll1 (pcng hull i) terl1adap hartn 
kckayaan ofilllg/Bndan HukulII/YayasClIl/PcrkumpuICllI ler ~c bul, dnpal mellga­
jukan pcrmuholllln kepaua Pengad i I lIll Nl~gC'r 1 se l Cllipa l aengilfl pc 1'1Il01l01l.:t1l 
agar llrang/BndlllJ llukum/Yayaslin/Perkumpuilln yang tlimnksud dit~! lapkan 

scungai ynng tidf.lk hndir (nfwC!7..ig) dnn IIlenunjuk J3nlai flnrta Pcningga­
Jl\n (OIlP) unllll ' IIll'III.Hll'U:' IIII/'lll kek/lYII:lIIII.Y1I dllll 1I11tuk 1II(,lIIhl.' 1;1 kcpclI ­
tingan I)tlrla mc wakili dirinya ( Clllllol! sUJ'n l PCflllullo llall L"llllpirHII 1) . 

• 
~. ~1;!l'!I"h n1t'ml'l:l n :lleh '.I)enMtlpllll Pl!lIgudj Illn NI:.'ge rl ~'\Iflg ItIclI,to1pl\lln IW l l­

d£lk-hod i I'll II (n f'owc z ig) ornng / '1ncl{l1l IIukulII /'iClyn {III/PC rbllllpu ~an ,vang 
dilllohonkan. 1I111"a Undllkan sc \anju Lnyn m\alllh IIIcngnjuknn pl'J'mohonan 
kepndu 13(-\ I u I IlItt'tn PeJlllIggn l llfl tlllluk mCIlI\Ju Ii bnllgllnoti/rulllllh/l ll llfJh 
yu ng pcrniliKIIYIl l e lllll d l Jl .\'nlnknll liLlllk hill il' (t\rwezi g ) Iii! ~(;' I)U 
( ' 1lIILllII pcrllll.1l 101HlII · I i !I:\ \ 1 <llIIp i r ill! 2) . 

J. Ulltuk s elnnj\1lll.\'n IIlcllgenai pellCa l ,1till1 !lnrlll I\ekaynnll . pClltll\sir an 
hal'ga dnn dHn lzin penjuCllan kcpnc\ll ~!clllcri ~. lhakimflll (I' iln cJiuru:i 
oleh Dtllui flarln Pl'ninggn lllll 11.1111') 
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PROSI';IX)I( (Tt\'J't\ ('!IItt\) I'ENAKS I HAN IIt\Wit\ Tt\Nt\1I 1)t\N t\TAU GEDUNG BI;;Ki\S 
SEKOLAII AS 1 NG/C I Nt\ . 

------------------------------------------------------------------------

Tanith ynn/; d i lilk ~;j r yakll i Tr.lllt1l1 Ncgara yang bcrasal dar j tnnah­
tnnnl! b t! I '~II S S('lw 11111 Ap, i I1g/ C i on yang bcrdnsllrknn Kcpprcs 
No .J2/ l l n Q d /1I1 nl.lIlJ yallg 1)(1t'( la sllrklln'Surnt I\cputusan K<!.(lClln 
Badon PCl'tnnaliulI NashlilaI dillyatnklln sebagai Tnnah Negul'll. 
Luas tnrwh yang ditnksir YlIkni lUlls tanah yang telah diukur 
olch PejnlJal Kantor Pertnnallnn selempat . 
tlntuk ' m(.'lllkuknn p~!nf:lksirun IHlrgll tAnah pmla dasnrnya perlu 
d j pcrlw l i kiln ada J (t. iga) lIIucam harga tarlllh ya i tu: 

1. Hnrgn DaslH Yilng ditctnpkan sccilra periodik olch Kepala 
1>/1« . .'1' 1111 Tillgkat 1 T (f.lupnl i/Wnl ikotnmdyu) dl\lllm Buntu Sural 
1\(;!pulusi.\/1 ini nkun diperbahafui sctiap tahun seknli untuk 
IllI:!nyc ::; ~ln i kan c1cllgl.Ill pc ruhnhnn/pcrkembanglln keb i,jaksannan 
i>cmda se t cmpu l • 

2. Barga yang ditetapkall dalum suatu Surat Keputusan oleh 
Kepn In Kanw i 1 Di reklorat .)cndcrn 1 Pajak untuk perhi tungan 
besarnya penetapan b{!sarnya Pajak Bum! dan Bangunan (P.B.D) 
untuk jangka waktu tertentu (satu tnhun atau lebih). Harga 
.ini dnpat discbut Barga p.n. B atau Ni lai Junl Objek Pajuk 
(NJOP) . 

.1. lIarga Pasar Yllkni hnrgn ri j 1 yang tCl'jndi dalam suntu trnn­
saksi jual beli tanah antara penjual/pemilik dan pembeli 
pada suatu tempat dan waktu tertentu. Harga pasar ini lazim­
nyu snngal bervnr ius i dan terjadi atas dasar tawar-menawar 
dUll kesepakatan an tara penjual dun pembeJi. 
Dnto-data lIlengcnai IInrgn Da80r dan Barga P.B.B (NJOP) terse­
but mflsing-masing dapal diperoleh dari Kantor Pcmda Tingkat 
J I <l~11l Kantor Inspeksi PHil scternpnt. Sedangkan data mengenai 
Ilar ga rasar dapat diperoleh dari Carnat atau Lurah dengan 
pengesahan dari Camat setempat. 
Apahila dnlam Sural Keputllsan Kepala Daerah Tingkat II 
dan/nlAu Surat Kepulusan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal 
Pajnk lerscbut disebutkan harga minimum dan hargn maksimum 
UTllllk sualll lokasi/wi layall atau jalan tertentll (misalnyn 
untuk jnlan Diponegoro Ri>. 190.000,- sid Rp. 150.000.­
pcrm2) makn yang dipnkai untuk pcnaksiran adalah harga rata­
[nla yakn i denglln rnclljurnlllhknn hargn-harga lersebut kernudian 
dun. NilnlLlTl bila <1alam Surat Keputllsan-Surat Keputusan terse­
but. )};lnya rncncanlurnkan harga lunggal. mnka harga tunggal 
illi lall ya ng cJigllnaknn tallpa suatu pengurangan apapun. 
At!ilPUIl datn-dnt :l IIIcngc lI;li hnrga ynng digunakan untuk pcnak­
sir,ltl ml;l1nll ~l.<'!'~9..:_~IJLtn 19l!)UIJd alau setidak-tidaknva secara 
hUKUIIl inn :, ill berlilku pada saat cJilakllkan penAksira~. Seilln­
j UlllY<l Ilpnh i III ket iga mncnnl data tanah tersebut telah diper-
1, 1" 11. nlrlkil lInlllk Inclllkukan pCflnksiran harga satuan per-m2 
l.III;1 11 ilgtl l niclllper\wliknll hal-hal sebagai bcrikul : 

. ' 
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'1';IIIlll1 ' lcrsclJul I Cl< l k rl ~'a 1nt!1lIi1r1j<lrlg kei> C: li lka ll g dari 
jnlnl!. aInu 1)L'r1>c lllu k buj ul' sangkar , alau IIlcmanjang 
kesamping sejajar jalall. 

,- Padn jaJ ull dilllana tnllnh lcrsclJut tcrlelllk apaknh yang 
lcrbaik. Gedclllg atau terburuk diantnra letak tanah­
tanllh \aifll1ya. 
1'[1(1[\ lokasi jalan ynng sarnn bisa snja Ictnk ini rncrn­
punyai nilni ' .vallg pal ing til1ggi/paiing rcnda ll . 

T,lnal1 terselJut lebih tinggi atau lcbih rendah dari 
jalan, sehingga :.lpnlli Ja hujan a kan terkena banj'ir utau 
l i dak. 

Tanah lersebut l>ermla d idaerah perclagangan. atau pcrkan­
lornn atau pcrulIl.:ll'lall. I\.arena lokasi ini akan Illcmpengllfu­
hi \mrga tannh yang bersangkutan. 

Selelah mCJIlln,' i'hdtiknn keligCl lInsur tcrsebut (liatas rna~~a 
ngnr ditetapknn kelns dari pada tanah lersebut. ,\pabila 
Illac;uli. kntcgori Kelns 1 (satu) maka taksirnn harga diclasnrkan 
1':\(1(\ galJulIgCHI hflrgn terlinggi dari !larga Dasar. Barga PHD 
dan Ifnrga rasar dibngi J (liga). 
Sedf'll1gkan apabi la lIlf\slIk kntegori Kel"s III (tiga) maka 
Pl' IlIlIi.:, i r/ln Ill.ll'/!.Hnya dhlnsnrkllll p c\llll gubllngan Ilurgo l(~l'cnduh 
dari I/arga ()i:\snr. lIargn,pnn dan l'largn PnsCll' dl.bagi j (tign). 
fkngan IIlclllpcrka I iknn lIargH satunn tanah pel'-m2 tersebut 
t!cngilll lUlls tarHlh nknn dipero\eh taksiran hnrga tanah. 

Gl~tlunp bCKI'IS Sl:1knlnll Asi ng/ CilH-l ynng dilaksi r ll1.lrglUlya ialah 
bangtlnnll gcdung bekns scko\all rumah t inggal. gudang dan laill­
lain ynng herdflSnrknn Peruturnn Penguasn Pel'nng Pusat (PEP.ERPU) 
Nu. 1'1'1, OJ2/PEPEIWll/ 1958 j \JIlC lo lJlltinng- lJnclang No. ~O Prp. Tahun 
1%0 dillYllll\krtt\ lelflh IIIclljlldi Mi I ik Negllrn . 
II fit uk", c I f\ k u kiln pen 11 lu; 1 r [\ n Iw r gil g e d u It g be k asS c k 0 I a h 
Asing/rillfl padn clnSlll'llyn per lu dipll rhatiknn hal - hal sehngni 
be I' i ku t : 

I. $ II r II I K ~ tHI t U S H II I) j ,. I~ k lu I' Jell del' Ll \ C I p l a K u l' .\' II Nt'. 
290/J..:PTS/CI\./198'; langglll J5 Jull 1987 Jo, No. JJ /KPTS/l!n:l 7 
lnnggnl 4 September 1987 ce ll lang "Pcdoman pembnngu nan ge­
dllll!!-gcdllng kant(Jl' dnn pcrulllHhll1l rlillas PCl1lcrintah" . 
Surnl Kc:'.putIlSI1I1 ini cligunnknl1 ul1tuk me ngh il ung harga sa luan 
bElIIgllIHlIl per - 1II 2 r; esua i dengHIl kclasllYli (Atn. C . dan sc lerlls ­
nYII) , 
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~ . :-O llrll\ l ,t' PlllU ~ il l\ I.\CI SIlIIIIl ( ~;td .\) Merlleri Pckerjaan lJmum clan 

~ le Jll c r i ~ : (,\I i \ l l)'illl Nnm\lt" 
1'UI\P"I:S/I ~!& IJ lllngp,1\1 <) ~ll1r c l 11)1\ '1. 
2 J5/KMK.01/19R4 
SII rill I\ ("' pu l lI~ [.ln He nwm:.1 ill i darn t d i gunaknn seba~a i pedoman 
<1(1111111 IIIcnghi lung IJcsarll'yCI pellyusulan gedulIg pcrlahunnyn, 

ynkni 

il) lJnl.u k lJangunnn pc nnnllcn 2% 
b) Illltuk hallgulllln semi perlllllllcn 4% 
c) IJnluk bllrlgunnn dnfural 10% 

dcng.an kclcnluan besarnYIl penyusutnn adnlah maksimal SO?!" 
seh i ngga lIIas jill e rdupa t 1\ i In i s j sa scbcsar 20'~. 

Suntu gcuung sckoJali perOlanen dibangun puda lahun 
1942 (ulIlur p/I(I/\ snat sekurnng YRkni 1989-1942 = 
47 lullulI). 
I\cslIJ"nYII PCIl .vlIRullln IId,\Il1h 80% mcskiplin hnsi I 
pcrknlian: 47 2'X, = (Wg" ScdungKlI1I nifui slsn = 
100% - 80% .= 20%. 

MI~NTER 1 KI::UANGAN, 

.I.D. SVMARLTN 
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[)EPARTEMEN KEUANGAN REPtmLl K I NDONES I A 

I. PENOAHULUAN 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN 
MASALAJI ASSET BEI<AS MILlK ASING/eINA DERDASARKAN 
SURAl' MENTERI KEUANGAN NO~KlR : S-J94/MK.OJ/1989 

Ti\NGGAL 12 APRIL 1989 

Kebijaksanaan penyelesaian masalnh asset bekas milik asing/Cina. 
secara garis besarnya telah cliberiknn pedontan dan petunjuk penyele­
snian sebagaimatla termunt dalam SUl'Rt Menteri Kcuangan NOlllor : s­
J94/M}(.OJ/ 1989 langg(d 12 April 1989 besertn lampiran-lampirannya. 

Namun denlikian untuk lebih mcmpertegas scrta memper jelas proses dan 
prosedul' pelaksanaannyn lebih lanjllt di Inpangan. dipandang perIl! 
untuk merumllsknn petunjuk t(;~knis bagi Tim Pcnye\eslIinn Mnslliah Assel 
Oekns Mi I ik Asing/Cinn scrln insl llflsi tcrkai l (1nlnm mcmprns,c.c; pcnyeil'-
saian ini. . 
Pelunjuk teknis ini dimnksudkarl unluk mcmbantu kelancaran dan perce­
palall proses penyelesainn lIlasalah asset bckas milik asing/Cina. 

II.PELAKSANMN PENYELESAIAN 

Berdasnl'kan Sural. Mcntcri Kl!ullng(lrl Nomor : S-J94/~·IK.OJ/19S9 tanggal 12 
April 1989. petunjuk penyelesaian masalah asset bekas milik asing/Cino 
p~(\a prinsipnya dapal dikategorikan se\)agai berikut : 

1. QilJl~lJJ.!!Qkan §! at us. b-' . .!k~l_n.1 n~'?~_Ln.rl1 §.~J)_I}FJ.!..i_ m il.Lk nc~an! QJ~t! !Ia n ~Jil.1! 
!w!Jln JrH?l5\.n~t P~.m~J.: .inJsIJ) 

Pemantapan status hukum aSRct tcrscbut diwujudkarl dnlillll bc ntuk 
R l' r t j r j k n l a . n . J n s ll.lll ~>i Jl C III C ri lit a h y a II I! d i lUll j 1I k d a I illII Sur 1.1 l 
~1clllcr i KClIi.1I1g'1Il dimnksud. 
Prosedul" (tata cantl I)(!ngajuall hak (scrtifikat) dapat dilihat dalam 
lalllpiran It bUliI' B Surnl Mcnleri Keuangan No . S-J94/MICOJ/19G<)' 
Unluk lI1<.'rnllc1llllklll1 prmwdur pCllsertifikatllllnyn . malra s ' sulli d ' ngllll 
Surat Kcpnla lJadan Pcrlulllll!nn Nllsionlli No. 500-1255 langgal ~ Mei 
1992. illslnllsi inuuk yallR secarn fisik mengun sn i tnnah. membunt 
"SUrllt Pernyataan" Yclllg isinya Ilntnra lain: 

n. TflTlllh terscbut sudall cJikl~llt'ainyn scjak tahun bt'rnpll; 
h. SlIclnh dicnlnl ualn", dnrLal" illvcnlaris. 
c. TillllK mIn II(~ rmasi\l(\hIH1/~ e ll gkel"a dCllgan pihak l a in . 

Bl!J'c1aIHlrklln surnl pernyaltlUII lcr schul. Knlllor l'crlaTlfltwll dill" t 
memproses sertifiknt lanahnYII. Paling tidnk terhacJap tannh-lanal1 
ya ng diberikall pclUl1jllk pCIl~' c l(.' sctill!l untu).; dimanlnpknfl 'da tu s 
hukumnYll schllgai ml 1ik Ncgl\fn lI.n. tns lan i Pl'merintnh . didaftllrk II 

oleh Instan~i ynng bc rsa ngkutnll kt.: I\lllltDI" Pcrlnnllilnn sc t c mpn t " 

L>engan tclnh dil(!rbilkLHlIlya s l·rtifiknt t arlllh Il.fI . iIl S l /\ I\', j plIlI ' rin ­

lnh, assel tl'rst,: hllt ::; C\illljlllnYII d iL:a l lll scbngfli Illvenlnr i<; In s l.1llSI 
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l)1,: lIleri lllllh di llllll-.sud dllllllllll pC'ngl'\I))!IIl1I SCrlll pCII:binnan nssctnyn 
dilakukan secara fungsional sl:!slIai dengan ketcntuan yang berlaku. 
Arabi la uda ~sset y~ng mcnurut pct.unjuk ,Pc nyc le~aian dim.antapka~ 
fl.n. instansl pemerlntnh tertentu tetapl keml.1<llan ndll Instansl 
pemcrintnh lain ynng mengi.nginkannyn. setclah aua ' koordinasi nntar 
instansi ten;ebul. perubahannya c1imintnkan persetujuan Menteri 
I\cuangan. 

Kcbijaksaan pClllllnfaatan unluk kepcntingan lain yailu dalam hal 
(idnk unlllk dililantapkan sebl.lgni asset lIegan. (akan dilepaskan). 
terlcbih dahulu porlu mendnpatkan persctujuan Mented Keuangan. 
Pelllksanaannya dnpat dijelasknn sebasni berikut: 

a. Apabila dalilin pctllnjuk pcnyelesaillll Surat Menteri Keuangan 
NomoI': S-J94 /r-.1K .O.1/1989. asset tersebut ditegasknn untuk dile­
pasknn kepllt!11 pillllk SWflslll. bl;dk dengan Cllfn pemuayaran kepnda 
pcrnerinlall rnelrllui ~~ekcning Merlteri Keuangan mnupun clipertu­
kllrkfln letClpi l .itlllk diI-H.'huUinll c.!cllp,.lln pl\~li pihuk 1'lWf\lS tlH'~·n • . 
sepanjallg lidak ada kebiJaksanaan laill dad Mentc.:ri I(euangllll. 
Tim Asi s lensi Daerah C\tau inslansi pcmerintah yang terlibat 
seeR reI J angslIng clopn t Inellgllsul kCln/menyarankClIl kepacla Menter i 
!-:uuang;lIl ulIluk IIIcndapatknn persetujunnnya. Usulan atau saran 
~' '''ng diajllkiln disl:.!rlai dengan pertilllbangCln. 

1> . !\pabi In inslnl\~i ~'; Hlg ditunJuk untuk mcmantnpknrl asset mempu­
nY8i kl.:hijrlksnnanll Inin. UIlI(1amnrl,Yn akon mclepaskan asset dimak­
',Lid ~ L'pil dn pilla\.; kdigFl . kebijaksllllrll.lnnYii tcrsehut baru dnpat 
dij"ks(lflakClIl sell'I"!1 menc1:l()<.Ilkllfl persellijuan Menleri I(eullngan. 

l . I'crlllllhlll l .lll pCllli 1 ikilll lIsset dnr i penghuni atau pihak yang Ine­
ngu ;\sili Yilng diiljuknn IcHlgsung kepada Menteri Keuangan atau 
Dircklur Jelluerill Anggarall. scpanjang'datanya iengkap dan 
.iel,, :> . \-Icnleri Keunngarl dnpat langsung memberikan persetu­
jU;lIl1lyn . 

I 1 I . PENN;S I R .. \ :\ 

1. 

., 

J. 

Tcrhndilp "SSE: l ~'':\Ilg mCJluful pel unjuk p¢nye I esa ian Menteri KCllangan 
No. S-Jc)4 /MK.().1/19S~) alflu mcn,lIfUl persetujuan Menlcd Kcunngan akall 
d i I epasklll1 kepada p; hak J I I .dengan eara pembayaran kepada Pemeri n-' 
l cd, melalui Rckening Menter; I(euangan. dipertukarkan dan didayagll­
nnkCU1. penyelcsaiElnnya harll dapnt dilaksanaknn setelah diadaknn 
penak~ir(\n olell Tifll PCllnksir. 

Asset yang di lilksir olell Tim Pu::;nt. pclaksHnannnyn di lakukan Satgas 
Jlellaks i r 11(\ r gn yang <l i bClltuk l.li rckltlr Jcndera I Anggaran. SedangkHIl 
asset y",ng clitf\k~:;ir oleh Tim Daerah pelaksanaannya dilakukan 
Tim/Salgas Pt.!llClksir yang dibentuk Ketun Tim Asistensi Dnerah. 

T e rhnci<lp llsSld YClng dengan legm;-tegas daJnm petunjuk Menteri 
I(cLlangall perlu clilakukall perwksirHn , ' Tim .yang <iitunjuk langsung 
dapat mcl"ksnnnkan pcnaksiran c1engan biaya dari pihak yang akan 
Illenc.:rimll asset . 
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4. i lakukn,J1 seslIni dengan praseduf (tatacara) pena\.;­
iletnpkaJ) dnla," Sural MClIleri Keuangnn Ri No. S-

394/MIC03/1989 lp.mpiran 11 E, dan dituangkan dillam bentuk Derita 
Acara Penaksiran dellgan dilampiri dokumell-dokumen a n ta ra lain 
sebagai berikut: 

® Surat Keterangan Pcndaflaran Tanah be ri kut Gam bar Situasi 
yang dikelllnrkan aleh Kantor f'ert unulwn Sl'l c lllpa t: 

G> Informasi llf!HH! Q~§'9.1 tanah yang dit e rh i tka n ol cl1 Ka ntor 
Pertana~an setempnt: o Informasi llf!rgg ~ilQ.i QhY.~~ J:'!! j n~ l.~ .~QrJ yan g di t c r b itkan 

~ oieh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Banguna n set cmpa t; 
~ Informasi Barge E!!§J1I. tanal! yang dit e r b itka ll o leh Camat 

setempat. 
Berita Acarn tersebut beserta \flmpiran-lampirannya clisampaikan 
kepada Mcnteri Keuangan melalui Oireklur Jenderal Anggaran c1engan 
c1isertai surat pengantar sebagai laporan pelaks nnnan tugas . 

5. lIasil penaksiran tersebul tlilaporkan kepada Mcnleri Keu nllgall. clun 
bilamana perlu disertai dengan informusi kepada siapa asset climak­
sud aknn di ll::paskan. Laporan dan informasi ini clipergunakafl sebagai 
bahan masuknn clan pertimbangan Menteri Keuangan dalam rnenetapkan 
kcb i jaksanaan pcnyc 1 eSIl i fln pc I cpasal1 penguasnan ass'e t . 

IV. F'ELEPASAN PENGlJASAAN ASSET 

Pelepasan penguasaan asset kepada pihak ' ket iga/swasta yang di tempuh 
dengan eara pembayaran kepada pemerintah melalui Rekening Menteri 
Keuangan. dipertukarkan dan didayagunakan. baru dapat di lakukan sete ­
lah kewajiban yang ditetapkan kepada calon penerima asset dipenuhi. 

Pelepasan penguasaan asset tersebut dari Negara oieh Menteri Keuangan 
d iwujudkan da lam bentuk Surat Mented keuangan yang eli tujukan kel'ada 
Kepala Badan Pertanahan Nasional. tembusannya disampaikan kepada : 

D. Pemda Tingkat T eg. Kelun Tim Asistensi Daerah: 
b. Kepala Kantor P(~rtanahnn setempat; 
e. BMKC-BAKINj 
U. Jn~tllnsi/Pihak lerkllit yang dipandung periu. 

Segalu rcsiku ~erla akibal hukum yang tirnbui lerhadap peiepasan pengu­
asnan asset dimaksuc1 menjadi tanggungan penerima asset tanpa membebani 
keunngnQ ~egarH. 

V. PENANGANAN M!\SALAH KIIUSUS. 

1. Daium penanganon masulah asset bekas milik organisasi ekslusif 
rasial, T1m Asistensi Dnl!rnh tidnk diperkenankan melaynni permohon­
I\n npnplln yang dinjukllfl olch ol'gnnisas i ters ebut . 

2. Penunganan tCl'hfldap masalah-rnasalah Inin yung tidnk tercakup dalum 
pcnyclesain" tersebut diotas. diselcsaikan secara khusus berda­
sarkan p(t.rtimbangan tcl'tcnlu. 

.... 
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V I. PERMASALi\ItAr...; IIUKI!M. 

L Dnillm rnngkn mcnghuunpi pcrmn sflJa hnrl hukum"yang t i mbu! diJapangnn, 
' lI s l fl n ~i pc III , intAh ya ng lcr !iha l sccara lnngsung dapat konsultasi 
dcngnn 5i1 ltllln Tugns BfllIltlllll Hukum yang dibcntuk aleh Men t eri I\eu­
il llg l\J1 cq. Dirckl u r Jelldcral Angglll.'un, yang anggotanya terdiri dari 
unsur Ocpa rlcrncn Kcunngnn cq. Biro Hukum & Hubungan Masyarakat 
sc rln ni rl'i-:. tOl"nl pCllIhillfllln KckllYUllfl Negnra, MAOE~ "L1RI WI\KORST"­
NAS l , Bnc1~Tl Pertanahan NElS j ana I, Depar temen Kehak i man , Kejaksaan 
Agung ·, l3adan Koordinasi Mu:;ulah Cina-BAKIN. 

~. Sflluan Tugas Bml tunn Hukum ini aclalah rnerupakan baginn dari Tim 
Pc nye]t:saiflrl Masalah Asset Bek fls Milik Asing/Cina ~'ang secara 
kllllsus bcrlugas memhcrili,all tcla/lhnn clC\TI pertimbnngnn hukum atas 
permnslllnhnn "tau knslI s-kn sus hukum yang lilllbul ucrkenaan dcngan 
pe nye ] L:Sniilfl nlil . al(lh (lssct milik as ing/Cinn . 

.1 . Un tllk IfIL'llIbl llllu pL:l1 .vc lc ~;l\ir\ 1I IIIH Sll lilll hllkufII yang tlihlldnpl pClr,crintllh. 
inslnm;i pcmcrinlllh ~'fllI g secant J'ungsianai tcrknit dulam ' proses 
pcnycl esaian IlIn~al a h assd bckas miljk n:5ing/Cina, sesuai deilgan 
rllllgs j nya ma s i ng-mas i ng member i kan masllkan dan dukungan kcpada 
pemerintuh ntH:; kCl sus-kasus yDng timulli. 

V I ]. ."SSET TEMUAN nARU. 
,/ 

I. Asset tellluUIl baru yang diperolch dari hasil penelitinn Tim Asisten­
.• :;j Daerah a tau Badan Pertanahnn Nus iona I. d i iaparkan kepada Menteri 
Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran se laku Koordinator Tiill 
Penyelesaian Mnsnlah Asset Bekas Milik Asing/C:ina: untuk ditetapkan 
petulljllk pcnyelesainnnyn oleh ~Ienteri Keunngnn. 

2 . Assel telllufln bnJ'u ynng belUm tcrmLiat daJam daftar bekas milik 
as i ng/C'ina I Cllllpi ran I Surat Mented Keuangan No. S-J94/MK. 03/1989. 
~;e pnl'lj(lng diltil tl,m uokullwnnya jeias penyeJesaiannya dnpat langsung 
c.1ilelapkHrt olel1 Mentcri Keuangan . 

. 1 .. "pubila assct ~'ang uisinynlir scbngni ternu[lll bal'u tersebut dirnsa­
bUl ada mnsainh ntau kurang jc!as, dnpat dimintakan penje1asan utau 
ll.lnggapnn kl'pi:ldn ifl.';lclllsj yang berkolllpelen uenlasarkall kewe­
Tlllllgallnya. 

4. /\pnbilil ilSS(~t lemunT! bnrll tersebut pcrlu dibahas terlebih dahulll 
oleh Tilll se1J(.'llIlIl tlilcdapknn kl!lJijnkl-iilTH.wll pcnyeJc:-;nillnya.- milka Tlm 
pl:! rlu IIIcluli.uKllII pCJllbahm;an dflrl IlClsilnya diiaporkan kepada Mcnteri 
!\cul.\ngfin IlIC 1 ill ui OJ rektur JenderuJ Anggaran untuk bnhan pt!rtim­
bangan penye10saian. 
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VI [1. LAIN-L:\IN 

lIal-/1al YlIflg beilim c1itep,nsKnll di s ini. di :;e le s nikllll/dilljuknll Ichill 
Junjut SeeHI'll km;us pcrkasu:.; kepndll Dircktul' JCIHJcrnl Angga r nn eg. Tim 
l'etlyelescdan MasaJah Asset Bekas Mi 1 ik Asing/elnn. 

J A K ART A. 25 Pebruar i 199J 

A.N. MENTER I KEUANGAN 
D J Rr-:KTlJR J ENDERA!' ANGGARAN 

seJaku 
KOORDINATOR TIM PENYELESAIAN 

MASALAII ASSET BEKAS MILIK ASING/CINA 

t l d . 

BENJAMI N l'AI{WOTO 
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Nomor : S-928/NSI/0397 
Sifat : Terbatas 
Lampiran : 
Hal : Ralat Lampiran I Surat Menteri Keuangan 

No.S-394/MK .03/1989 tanggal 12 April 1989 
tentang Petunjuk Penyclesailln Mnsnlah Asct 
Bekas Milik Asing/eina 

yth. · 1.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
2. Menteri Dalam Negeri 
3.Menteri Pcrtahanan Keamanan 
4. Meoteri Kehalci.man 
5. Menteri Negara AgrarialKepala Badan Pertanahan Nasional 
6. KepnJa BnkoI"SroMS 
Jakarta 

4 Maret 1997 

Berdasarkan KEPPRES Nomor 240 Thhun 1967 Pasa! 3 menyatakan bahwa; Pem­
bioaan warga negara keturunan asing dija\ankan dengan melalui proses asimilasi tcrutama untuk 
mencegah terjadinya kehidupan eksklusif rasial. maka dari im afwczigheid verk.1llring sudah 
tidak diperlukan lagi. 

Sehubungan dengan itu. guna mempercepat penyelesaian aset bekas milik Asing/elna, 
man dipandang perlu meralat petunjuk penyelesaian dalam Lampiran I Surat Menteri Keuangan 
Nomor: S-394/MK .03/1989 tanggal 12 April 1989. yang semula tertulis ·Mengusallakan pene­
raprut ~ngadllan Negeri utempat renlang ketidak had/ran Subyek Hak terdahulu (ajwezlgheid 
verkJaring) If diralat menjadi "Tidak perlu mengusahakan penetapan EYngadiJan Negeri 
utempat untang ketUiak-hadiran Subyek Hak terdahulu (Afwezigheid verklaring) •. 

Demik ian agar maklum. 

Tcmbuflnn : 
1. Mentcri Kcuangan R.I. ; 
2. Ketua Badan Pemeriksa Kcuangan; 
3. Kepala B~dan Pengawasan Keuangan dan Pcmbangunan ; 
4 . Oirektur .enderal PUOD, Ocpnncmcl1 Oalam Ncgcri ; 
5. Kctua BKMC-BAKlN ' 
6. Oirektur Pemblnaan Kekayaan Ncgara-Ditjen Anggoran' 
7. Para Kepala Kanwil Ditjen Anggaran ; . 
8. Para Kepal,: KPKN di Ibukota Propinsi yang tiduk jul" Kanwil OJA . 
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